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Hj. Sitti NurfatimahRahman, (E211 12 020). Participatory planning in the 
development process in tinggimoncong sub district of gowa. (vii+76 page+5 
table+ 24 library (1984-2015). 
 The purpose of this study was to describe the participatory planning in the 
development process in district Tinggimoncong district of Gowa. The research 
method used i.e. qualitative research methods are purely descriptive to clearly give 
an overview about the issues examined in the Tinggimoncong as well as conducting 
interviews with some of the informants. 
 The results of research on participatory planning in the development process 
in district Tinggimoncong Gowa in mind using three considerations i.e. information 
gathering problems of development, channeling the aspirations of the community, 
and diversivitas decision making. Information collection development problems seen 
from the presence and activity of the community on the implementation of the 
musrenbang in delivering advice and critique of development. Channeling the 
aspirations of society as seen from the transparency that was done by the local 
government as a retailer of aspiration in enhancing development. Whereas the 
decision-making diversivitas viewed from the difference in the decision taken to any 
local government area in district Tinggimoncong in accordance with the needs of the 
region. 
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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perencanaan 
partisipatif dalam proses pembangunan di kecamatan Tinggimoncong kabupaten 
Gowa. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang 
bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-
masalah yang diteliti di kecamatan Tinggimoncong serta melakukan wawancara 
dengan beberapa informan. 
 
 Hasil penelitian terhadap perencanaan partisipatif dalam proses 
pembangunan di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa diketahui dengan 
menggunakan 3 pertimbangan yaitu pengumpulan informasi permasalahan 
pembangunan, penyaluran aspirasi masyarakat, dan diversivitas pengambilan 
keputusan. Pengumpulan informasi permasalahan pembangunan dilihat dari 
kehadiran dan keaktifan masyarakat pada pelaksanaan musrenbang dalam 
menyampaikan saran dan kritik terhadap pembangunan. Penyaluran aspirasi 
masyarakat dilihat dari transparansi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai 
penyalur aspirasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan. Sedangkan 
diversivitas pengambilan keputusan dilihat dari perbedaan keputusan yang diambil 
pemerintah daerah untuk setiap wilayah di Kecamatan Tinggimoncong sesuai 
dengan kebutuhan wilayah tersebut. 
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I.1 Latar Belakang 
Masa pemerintahan orde baru, pelaksanaan pembangunan Indonesia 
dilakukan secara sentralistik, yang meletakkan pemerintah pusat sebagai 
pemrakarsa, perencana, dan pelaksana tunggal pada pembangunan Negara. 
Daerah tidak dijadikan sebagai pelaku pembangunan, melainkan sebagai objek 
daripada pembangunan itu.  
Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi dearah yang sebagaimana 
dijelaskan dalam UU. No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa 
untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, perlu adanya 
kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah kabupaten dan kota dalam 
memberikan sentimen positif kepada penampungan aspirasi-aspirasi masyarakat 
lokal. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat perencanaan 
pembangunan daerah yang partisipatif yang menuntut adanya ruang terbuka bagi 
masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan pada 
perencanaan pembangunan. 
Indonesia sebagai Negara yang demokratis melaksanakan otonomi daerah 
dan desentralisasi merupakan salah satu cara untuk menciptakan masyarakat yang 
lebih demokratis, lebih terbuka, dan lebih partisipatif dan berinisiatif, yang dimana 
masyarakat semakin dituntut oleh arus globalisasi yang begitu cepat untuk merubah 




Sekalipun daerah diberi kebebasan untuk menentukan kebijakan 
pembangunan daerahnya sendiri, namun konsep pembangunan daerah harus tetap 
berada pada lingkup pembangunan nasional yang merupakan akumulasi dari 
pembangunan daerah. Oleh karena itu, pembangunan harus mencakup seluruh 
wilayah dan menyentuh semua strata masyarakat serta segala aspek kehidupan 
baik itu dalam aspek social, politik, ekonomi, budaya, ideology maupun stabilitas 
bernegara.  
Pembangunan daerah merupakan proses dimana pemerintah daerah dan 
masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola 
kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta. Maka untuk tercapainya 
kebehasilan pembangunan, segala aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 
pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui 
permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab 
merekalah yang nantinya akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau 
tidaknya pembangunan di wilayah mereka.  
Dalam sebuah pembangunan, perencanaan merupakan syarat bagi 
terlaksananya pembangunan yang baik. Akan tetapi, perencanaan yang matang 
belum tentu membuat pembangunan itu berhasil apabila pada pelaksanaan 
kegiatannya masih sering timbul hal-hal yang dapat menghambat proses 
pembangunan. Hambatan-hambatan tersebut harus benar-benar diperhatikan dalam 
perencanaan pembangunan daerah.  
Pembangunan sebagai sebuah perubahan yang membawa ke arah yang 
lebih baik butuh perencanaan agar tujuan yang diinginkan tepat sasaran. 
15 
 
Perencanaan pembangunan sebagaimana tercantum dalam tujuan bernegara 
adalah ingin memajukan kesejahteraan umum yang direalisasikan melalui proses 
pembangunan.  
System perencanaan pembangunan di Indonesia telah mengalami beberapa 
pergeseran dalam hal mekanisme, struktur dan prosesnya. Hal ini ditandai dengan 
lahirnya UU no.25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional 
yang menginstruksikan setiap daerah wajib untuk menyusun dokumen 
perencanaannya yang baru dalam hal keterkaitan setiap dokumen perencanaan 
pembangunan daerahnya.  
Perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan 
daerah tidak dapat dipisahkan dalam mempertahankan kesatuan. Untuk melihat hal 
ini perlu diperhatikan mekanisme, struktur dan proses yang dijadikan acuan dasar  
dari perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan nasional 
serta bagaimana kaitannya. Dalam pengertiannya perencanaan pembangunan 
nasional adalah upaya untuk menyiapkan dan mengarahkan secara sistematis 
kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pembangunan secara nasional yang meliputi 
usaha mengidentifikasi, mengumpulkan dan menganalisa data dari kondisi ekonomi, 
politik, social budaya dan hankam serta masalah-masalah yang mungkin ditimbulkan 
( Riyadi, 2004 ). 
Perlunya keterlibatan masyarakat dianggap sangat penting dalam 
perencanaan pembangunan agar kebijakan yang dihasilkan nantinya akan lebih 
tepat sasaran. Partisipasi publik dalam kebijakan pembangunan di Negara-negara 
yang menerapkan demokrasi termasuk di Indonesia bukanlah hal yang baru. Pada 
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saat ini partisipasi dipandang sebagai proses mobilisasi yaitu pergerakan 
masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Partisipasi dalam perencanaan 
pembangunan tidak hanya dipusatkan oleh partisipasi masyarakat atau pemerintah. 
Namun kedua pihak bersama-sama merumuskan suatu perencanaan sehingga 
menghasilkan perencanaan yang baik bagi semua pihak. (Tapparang,2010)  
Proses perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber 
daya dan arah pembangunan nasional, sehingga perencanaan bertujuan untuk 
menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcomes atau dapat 
dikatakan sesuai dengan kebutuhan, dinamika reformasi dan pemerintahan yang 
lebih demokratis dan terbuka, sehingga masyarakatlah yang paling tahu apa yang 
dibutuhkannya. Jadi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
pembangunan sangat penting karena dapat menumbuhkan sikap memiliki dan rasa 
tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan. Partisipasi diberi makna 
sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses politik yang seluas-luasnya baik 
dalam proses pengambilan keputusan dan monitoring kebijakan yang dapat 
mempengaruhi kehidupan mereka. Berbagai peraturan yang memberikan ruang bagi 
partisipasi masyarakat secara substantif belum mengatur bagaimana partisipasi 
masyarakat itu dilaksanakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyusunan 
kebijakan pembangunan bersifat elitis, dalam arti pemerintahlah yang menjadi 
penentu kebijakan pembangunan, sedangkan masyarakat berperan memberikan 
masukan kepada pemerintah tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila 
model ini diterapkan dalam upaya implementasi partisipasi masyarakat dalam 
pengambilan keputusan, maka yang diperlukan adalah keterbukaan untuk 
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menjadikan masukan masyarakat sebagai dasar dalam penentuan kebijakan. 
(Tapparang, 2010) 
Nelson Bryant dan White (1982, 206) menyebut dua macam partisipasi, 
pertama, partisipasi antara sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang 
dinamakannya partisipasi horizontal, dan kedua, partisipasi yang dilakukan oleh 
bawahan dengan atasan, antar klien dengan patron, atau antara masyarakat 
sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah, yang diberi nama partisipasi vertikal. 
Keterlibatan dalam berbagai kegiatan politik seperti pemberian suara dalam 
pemilihan, kampanye, dan sebagainya, disebut partisipasi dalam proses politik, 
sedangkan keterlibatan dalam kegiatan seperti perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan disebut partisipasi dalam proses administrasi.  
Sulit untuk dipungkiri bahwa dalam beberapa hal seluruh masyarakat tidak 
mungkin dilibatkan dalam membuat kebijakan, akan tetapi bagaimanapun juga 
dalam pembuatan kebijakan yang mengacu pada kepentingan masyarakat sudah 
semestinya pemerintah melibatkan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat 
merupakan alat ampuh dalam menentukan arah kebijakan pembangunan pada 
masa yang akan datang. Keterlibatan ini akan memberikan dampak positif terhadap 
keputusan dan kebijakan yang diambil atau yang akan diimplementasikan, karena 
dapat membangun sinergi antar pemerintah dan masyarakat itu sendiri. 
Berdasarkan hasil penelitian W. Boyers (1985) menyimpulkan bahwa 
legitimasi dan keberhasilan dari suatu program pembangunan dalam skala nasional 
bagi suatu Negara berkembang, program yang dilakukan dengan memperhatikan 
situasi dilaksanakan dari bawah ke atas (bottom-up), dan program tersebut sesuai 
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bagi rakyat, ketimbang dilakukan secara seragam (top-down) dengan program yang 
didominasi oleh pemerintah pusat. 
Dalam menunjang pembangunan suatu daerah, maka visi dan misi yang 
harus dicapai adalah peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perlunya 
keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat yang tertuang dalam UU No 25 tahun 
2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional dimana masyarakat 
memiliki hak untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah. 
Dengan adanya mekanisme perencanaan pembangunan yang berupa musyawarah 
perencanaan pembangunan, masyarakat bisa turut berpartisipasi dalam lingkup 
tingkat kelurahan ataupun tingkat kecamatan. 
Kecamatan Tinggimoncong merupakan salah satu Kecamatan yang ada di 
Kabupaten Gowa yang telah melaksanakan proses mekanisme perencanaan 
pembangunan daerah, dimana secara formalitas masyarakat berpatisipasi dalam 
proses Musrenbang karena menurut mereka bahwa mekanisme perencanaan 
pembangunan daerah yang mengikutsertakan masyarakat dapat bermanfaat untuk 
memberikan masukan mengenai permasalahan yang terdapat di daerah tersebut. 
Pertanyaan yang kemudian muncul di Kabupaten Gowa khususnya 
Kecamatan Tinggimoncong adalah apakah dengan adanya partisipasi masyarakat 
dalam proses perencanaan telah menjadikan masyarakat sebagai subjek 
pembangunan bukan lagi sebagai objek pembangunan sesuai dengan model 
“bottom-up”. Dalam proses mekanisme perencanaan pembangunan bukan hanya 
sekedar antusias kehadiran masyarakat dalam Musrenbang, tetapi kemudian 
bagaimana kepentingan mereka direspon oleh pemerintah. Maka wajar saja bila 
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muncul pertanyaan apakah selama ini  pelaksanaan Musrenbang hanya sekedar 
rutinitas dari system yang harus atau wajib dilaksanakan atau Musrenbang telah 
menghasilkan sesuatu yang berpihak pada masyarakat. 
Masalah yang kemudian ditemukan oleh peneliti dilapangan adalah, dalam 
mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Tinggimoncong 
adalah antusias partisipasi masyarakat dalam kehadiran cukup maksimal. Dari data 
awal yang ambil oleh peneliti kehadiran peserta Musrenbang dari tahun ketahun 
mengalami peningkatan, dimana ditahun 2014 sejumlah 94 orang yang hadir, tahun 
2015 sejumlah 102 orang dan di tahun 2016 sejumlah 115 orang. Akan tetapi ketika 
proses pemberian masukan-masukan dalam rangka pembangunan daerah 
masyarakat selalu dihadapkan pada acara seremonial diaman masukan tersebut 
diberikan kepada pemerintah dalam bentuk proposal atau dokumen kegiatan yang 
anggarannya telah ditentukan kemudian masyarakat hanya akan mempercayakan 
hasilnya kepada pemerintah kecamatan. Akan tetapi pada kenyataannya beberapa 
kabijakan pemerintah tidak memihak kepada masyarakat dan sangat jauh berbeda 
dari apa yang diinginkan masyarakat. Seperti yang terjadi pada proyek 
pembangunan kantor camat di kecamatan Tinggimoncong yang menuai protes dari 
masyarakat, hal ini disebabkan oleh pemerintah membangun kantor tersebut di 
lahan yang mana masyarakat menggunakannya sebagai lapangan olahraga. 
Peristiwa ini menunjukkan bahwa sebelum pemerintah memulai proyek 
pembangunan ini, pemerintah tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada 
masyarakat. Artinya pemerintah telah mengesampingkan aspirasi masyarakat dalam 
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proses perencanaan pembangunan daerah itu sendiri. Setidaknya seperti itulah 
gambaran umum yang diperoleh peneliti. (sawerigadingnews.com) 
Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Perencanaan Partisipatif dalam Proses Pembangunan 
di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa” 
I.2  Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 
permasalahan yang dapat disajikan adalah “Apakah perencanaan pembangunan 
yang dilaksanakan di Kecamatan Tinggimoncong telah berbasis partisipasi 
masyarakat?” 
I.3  Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 Mendeskripsikan perencanaan partisipatis dalam proses pembangunan di 
Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. 
I.4  Manfaat Penelitian 
1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan dapat menunjang bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Negara, 
serta dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi para mahasiswa yang 
berminat melakukan penelitian ilmiah dalam bidang yang sama. 
2. Diharapkan dapat memberikan manfaat dan gambaran dalam melakukan 
implementasi kebijakan dan kiranya dapat berguna bagi Pemerintah 
Kabupaten Gowa sebagai suatu bahan Informasi, masukan (input) dan 
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komparasi dalam melaksanakan aktifitas implementasi kebijakan yang 



























II.1. LANDASAN TEORI 
II.1.1. Konsep Partisipasi 
 Partisipasi sering diartikan “keikutsertaan”, namun secara umum belum ada 
pengertian baku mengenai partisipasi. Hal ini disebabkan karena penggunaan istilah 
partisipasi itu sendiri tergantung dari ruang lingkup dan sudut pandang pemakaian 
istilah tersebut. Demikian halnya dengan partisipasi yang dimaksud dalam lingkup 
dan sudut pandang aktifitas masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, 
partisipasi yang dikenal keikutsertaan masyarakat atau keterlibatan secara akrif 
warga masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan. 
 Partisipasi yang sesungguhnya adalah partisipasi dalam bentuk yang aktif 
dan kreatif dimana masyarakat terlibat dalam seluruh proses kegiatan dari suatu 
program. Keterlibatan masyarkat dimulai dari tahap pembuatan keputusan dalam 
perencanaan, implementasi, pemanfaatan dan evaluasi, sehingga dapat 
menumbuhkan daya kreatif dalam diri masyarakat, yang dapat mengembangkan 
kemampuannya untuk mewujudkan dan mempengaruhi arah serta pelakasanaan 
suatu program. (PSKMP-Unhas,2002). 
 Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat 
dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan 
(implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat 
lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan 
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aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban 
dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan. 
(Rahardjo Adisasmita,2006:34). 
 Morinville,C dan L.M.Harris (2014) mengatakan dalam jurnalnya bahwa 
partisipasi dan perencanaan berbasis masyarakat semakin dianggap sebagai 
komponen penting dalam adaptasi perubahan iklim pembangunan dimana 
programnya bertujuan untuk mendorong kesiapan lebih baik dan dengan demikian 
rentan bagi ketahanan masyarakat (Lim et al.2004, Tompkins and Adger,2004, 
Beberapa et ap.2007, Westerhoff dan Smit.2009) 
 Dalam Pengantar Administrasi Pembangunan oleh Bintoro Tjokroamidjojo 
mengemukakan empat aspek penting dalam rangka partisipasi dalam 
pembangunan, yaitu: 
1. Terlibatnya dan ikut sertanya rakyat tersebut seuasi dengan meknisme 
proses politik dalam suatu Negara turut menentukan arah, strategi dan 
kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Dalam masyarakat 
demokratis maka arah dan tujuan pembangunan hendaknya mencerminkan 
kepentingan masyarakat. Cermin dari kepentingan masyarakat ini dilakukan 
melalui partisipasi rakyat di dalam keterlibatan politik mereka dalam proses 
politik. Pengembangan keterlibatan dalam perumusan kebijaksanaan 
pembangunan ini tidak saja ditekankan oleh suatu organisasi sepeti PBB, 
tetapi juga seorang ahli seperti Waldo. 
2. Meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan  tujuan-tujuan dan 
terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu yang sebaiknya. Oleh 
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karena itu pada umumnya pemerintah perlu memberikan pengarahan 
mengenai tujuan dan cara-cara mencapai tujuan pembangunan tersebut. 
3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten 
dengan arah, strategi, dan rencana yang telah ditentukan dalam proses 
politik. Dalam hal ini tergantung system dan tata cara penyelenggaraan 
pemerintahan yang berlaku bagi suatu Negara. Ada kalanya pemerintah 
mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih bersifat mobilisasi dari pada 
partisipasi. 
4. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam 
pembangunan yang berencana. Program-program ini pada suatu tertentu 
memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk dalam 
rencana yang menyangkut kesejahteraan mereka, dan juga secara langsung 
melaksanakan sendiri serta memetik hasil program tersebut.   
Sebagai mana dinyatakan oleh Mubyarto (1984:35) : 
“Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan harus diartikan 
sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai 
kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri 
sendiri”. Selanjutnya disebutkan pula bahwa dalam keadaan yang 
paling ideal keikutsertaan masyarakat merupakan ukuran tingkat 
partisipasi rakyat. Semakin besar kemampuan mereka untuk 
menentukan nasibnya sendiri, maka semakin besar pula kemampuan 
mereka dalam pembangunan.” 
a. Bentuk Partisipasi 
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Wilcox (1994) membedakan level partisipasi masyarakat menjadi lima 
jenis, yaitu (1) pemberian informasi, (2) konsultasi, (3) pembuatan keputusan 
bersama, (4) melakukan tindakan bersama, dan (5) mendukung aktifitas 
yang muncul atas swakarsa masyarakat. Menurut Wilcox, pada level mana 
partisipasi masyarakat akan dilakukan sangat tergantung pada kepentingan 
apa yang hendak dicapai. Untuk pengambilan kebijakan strategis yang akan 
mempengaruhi hajat hidup orang banyak tentu masyarakat harus dilibatkan 
secara penuh. Sementara dalam pengambilan keputusan yang lebih bersifat 
teknis mungkin memberikan informasi kepada masyarakat sudah sangat 
memadai. (Agus Dwiyanto, 2014:189). 
Level partisipasi yang dikemukakan Wilcox pada dasarnya sangat 
dipengaruhi oleh pengklasifikasian partisipasi public yang dibuat oleh 
Arnstein (1969) yang ia sebut dengan “Delapan Tangga Partisipasi Publik”. 
Dalam tangga partisipasi ini, Arnstein menggambarkan berbagai jenis 
partisipasi dari yang hanya bersifat simbolik (manipulasi) sampai dengan 
partisipasi yang bersifat substansial dimana masyarakat memegang control 









 Tabel II.1.  Delapan Tangga Partisipasi Publik 














Sumber : Arnstein (1969) dalam Wilcox (1994:4) 
 
 Berdasarkan jenis partisipasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
manfaat maksimal dari pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan 
sangat dipengaruhi oleh kepentingan, isu, dan masalah yang hendak 
dipecahkan. 
Nelson Bryant dan White (1982, 206) menyebut dua macam 
partisipasi, pertama, partisipasi antara sesama warga atau anggota suatu 
perkumpulan yang dinamakannya partisipasi horizontal, dan kedua, 
partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan atasan, antar klien dengan 
patron, atau antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan 
pemerintah, yang diberi nama partisipasi vertikal. Keterlibatan dalam 
berbagai kegiatan politik seperti pemberian suara dalam pemilihan, 
kampanye, dan sebagainya, disebut partisipasi dalam proses politik, 
sedangkan keterlibatan dalam kegiatan seperti perencanaan dan 
pelaksanaan pembangunan disebut partisipasi dalam proses administrasi. 
 Disebut partisipasi vertical karena bisa terjadi dalam kondisi tertentu 
masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, 
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dalam hubungan dimana masyarakat berada pada posisi sebagai bawahan, 
pengikut atau klien. Disebut partisipasi horizontal karena pada suatu saat 
tidak mustahil masyarakat mempunyai kamampuan untuk berprakarsa, 
dimana setiap anggota/kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu 
dengan yang lain, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam 
rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. (Ndraha, 1990:102). 
b. Factor-faktor yang mempengaruhi partisipasi 
Menurut Mubyarto (1984:8) factor-faktor yang mempengaruhi tingkat 





5. Status social dan percaya diri 
6. Tersedianya kesempatan untuk berpatisipasi dalam 
pembangunan  
 
Berdasarkan hasil penelitian Goldsmith dan Blustain di Jamaica yang 
dikutip Ndraha (1990) berkesimpulan bahwa masyarakat tergerak untk 
berpartisipasi jika: 
1. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal 




2. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat 
yang bersangkutan. 
3. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi 
kepentingan masyarakat setempat. 
4. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya control yang 
dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata 
berkurang jika mereka tidak atau kurang berperan dalam 
pengambilan keputusan.  
Konsep partisipasi mengandung makna yang amat luas dan arti yang dalam. 
Dalam proses pembangunan, paritisipasi berfungsi sebagai masukan dan keluaran. 
Sebagai masukan, partisipasi masyarakat dapat berfungsi dalam enam fase proses 
pembangunan, yaitu fase penerimaan informasi, fase pemberian tanggapan 
terhadap informasi, fase perencanaan pembangunan, fase pelaksanaan 
pembangunan, fase penerimaan kembali hasil pembangunan, dan fase penilaian 
pembangunan. Partisipasi berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk 
berkembang secara mandiri. Sebagai keluaran, partisipasi dapat digerakkan atau 
dibangun. Disini partisipasi berfungsi sebagai keluaran proses stimulasi atau 
motivasi melalui berbagai upaya, seperti Inpres bantuan Desa, Lomba Desa, UDKP, 
LKMD, KUD, dan lain sebagainya. (Ndraha,1990). 
 Menurut Fadil (2013) mengatakan bahwa Partisipasi adalah persoalan relasi 
kekuasaan, atau relasi ekonomi politik yang dianjurkan oleh demokrasi. Dalam 
negara demokrasi, ada saatnya pemerintah harus turun tangan langsung 
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mengintervensi warganya, dan ada saatnya untuk menyerahkan kembali 
pengelolaannya kepada komunitas setempat, tergantung dari konteksnya. 
 Prinsip partisipasi menuntut masyarakat harus diberdayakan, diberikan 
kesempatan dan diikutsertakan untuk berperan dalam proses-proses birokrasi mulai 
dari tahap perencanaan pelaksanaan dan pengawasan atau kebijakan publik. 
Partisipasi masyarakat merupakan kontrol adanya kekuasaan yang berlebih agar 
lebih efektif ditujukan sebesar-besarnya untuk masyarakat dalam konsep good 
governance. Adanya ruang keterlibatan warga dan kerangka kelembagaan yang 
sesuai dalam partisipasi turut mendorong pembangunan dan pemerataan. 
(Fadil,2013) 
II. 1.2. Konsep model partisipasi 
Seperti yang telah jelaskan sebelumnya bahwa Nelson Bryant dan White 
(1982, 206) dalam Ndraha menyebutkan dua macam partisipasi, pertama, partisipasi 
antara sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang dinamakannya 
partisipasi horizontal, dan kedua, partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan 
atasan, antar klien dengan patron, atau antara masyarakat sebagai suatu 
keseluruhan dengan pemerintah, yang diberi nama partisipasi vertikal.  
Namun berdasarkan pengertian partisipasi menurut Huntington dan Nelson 
(1994:9) dalam Tapparang (2010), partisipasi dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, 
yaitu: 
1. Model partisipasi otonom 
2. Model partisipasi mobilisasi 
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Huntington dan Nelson masih melihat adanya model partisipasi yang di 
mobilisasi dalam arti masyarakat diatur sedemikian rupa sehingga secara bersama-
sama dilibatkan dalam satu kegiatan, dan ada juga model partisipasi otonom, 
dimana masyarakat secara sukarela memberikan inisiatif dan prakarsanya dalam 
suatu kegiatan.  
Selanjutnya Bintoro (1986 : 222), mengatakan bahwa partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan harus memperhatikan 4 aspek yaitu: 
1. Terlibatnya dan ikut sertanya rakyat tersebut seuasi dengan meknisme 
proses politik dalam suatu Negara turut menentukan arah, strategi dan 
kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Dalam masyarakat 
demokratis maka arah dan tujuan pembangunan hendaknya mencerminkan 
kepentingan masyarakat. Cermin dari kepentingan masyarakat ini dilakukan 
melalui partisipasi rakyat di dalam keterlibatan politik mereka dalam proses 
politik. Pengembangan keterlibatan dalam perumusan kebijaksanaan 
pembangunan ini tidak saja ditekankan oleh suatu organisasi sepeti PBB, 
tetapi juga seorang ahli seperti Waldo. 
2. Meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan  tujuan-tujuan dan 
terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu yang sebaiknya. Oleh 
karena itu pada umumnya pemerintah perlu memberikan pengarahan 
mengenai tujuan dan cara-cara mencapai tujuan pembangunan tersebut. 
3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten 
dengan arah, strategi, dan rencana yang telah ditentukan dalam proses 
politik. Dalam hal ini tergantung system dan tata cara penyelenggaraan 
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pemerintahan yang berlaku bagi suatu Negara. Ada kalanya pemerintah 
mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih bersifat mobilisasi dari pada 
partisipasi. 
4. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam 
pembangunan yang berencana. Program-program ini pada suatu tertentu 
memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk dalam 
rencana yang menyangkut kesejahteraan mereka, dan juga secara langsung 
melaksanakan sendiri serta memetik hasil program tersebut. 
 Menurut Bryant dan white dan korten dan Klaus dalam Efendi (1986:215), 
bahwa: 
“Partisipasi masyarakat ini akan memungkinkan mereka untuk membantu 
menentukan masalah-masalah yang akan dipecahkan dalam pembangunan. 
Partisipasi ini juga akan memungkinkan masuknya informasi yang lebih 
banyak dari lapangan yang berguna bagi penentuan strategi pembangunan 
akan dapat digerakkan dengan partisipasi”. 
 
 Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pembangunan, tentu harus 
dimulai dari tahap perencanaan, sehingga masyarakat dapat menentukan arah dan 
keinginannya dari program-program pembangunan tersebut. 
II. 1.3.  Konsep perencanaan 
1. Pengertian Perencanaan 
Pada dasarnya secara umum perencanaan didefinisikan sebagau suatu 
proes penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan 
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dating yang diarahkan pada pencapaian tertentu. Dengan definisi tersebut, maka 
perencanaan mempunyai unsure-unsur: (1) Berhubungan dengan hari depan, (2) 
Mendesain seperangkat kegiatan secara sistematis, dan (3) Dirancang untuk 
mencapai tujuan tertentu. (Kunarjo, 2002:14). 
 
Siagian (1989 :50) berpendapat bahwa: 
“Perencanaan merupakan usaha sadar dan pengambilan keputusan yang 
telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan 
dimasa depan di dalam dan oleh suatu organisasi dalam pencapaian tujuan 
yang telah ditentukan sebelumnya”. 
Sedangkan Bintoro (1998 : 12) berpendapat bahwa perencanaan adalah 
suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maximum output) dengan 
sumber-sumber yang ada supaya lebih efisian dan efektif.  Beliau juga mengatakan 
bahwa perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan 
dilakukan, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa. 
2. Jenis- jenis perencanaan 
 Kunarjo (2002) menjelaskan perencanaan dapat di susun berdasarkan empat 
criteria, antara lain: 
a) Dilihat dari Jangka Waktu 
- Perencanaan Jangka Panjang (sekitar 10 - 25 tahun) 
 Beberapa program atau proyek mempunyai jangka waktu 
penyelesaian yang singkat, tetapi juga ada yang lebih dari 10 tahun, 
misalnya program keluarga berencana, proyek jalan raya, program 
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penanggulangan kemiskinan, dan lain sebagainya. Program dan proyek-
proyek semacam itu tidak dapat diputus-putus dengan kebijakan-
kebijakan baru, tetapi harus sambung menyambung. 
- Perencanaan Jangka Menengah 
 Perencanaan jangka menengah biasanya dikaitkan dengan 
kebutuhan secara politis yang didasarkan karena jangka waktu yang 
disesuaikan dengan jabatan para penguasa pemerintahan. Biasanya 
jangka waktu 5 tahun adalah jangka waktu yang ideal mengingat 
presiden dan kabinetnya akan memerinatah paling sedikit 5 tahun. 
Perencanaan jangka menengah mempunyai kurun waktu 4 sampai 6 
tahun. Dalam perencanaan jangka menengah ini, walaupun sasarannya 
bersifat umum, tetapi secara kasar telah dapat dilihat arah sasaran sector 
dan subsektornya. 
- Perencanaan Jangka Pendek 
 Perencaan jangka pendek atau dapat juga disebut Perencaan 
Operasinal Tahunan ini biasanya mempunyai kurun waktu 1 tahun. 
Karena jangka waktunya yang pendek maka sasaran-sasarannya dapat 
disajikan secara lebih konkret, misalnya : berapa hektar sawah yang 
harus diairi dan dimana lokasinya, berapa kilometer jalan yang harus 
dibangun dan dimana trace-nya, dan seterusnya. Dlihat dari sudut 
penyimpangan antara rencana dan sasaran yang akan dicapai, 
perecanaan jangka pendek mempunyai penyimpangn yang lebih kecil 
dibanding dengan perencanaan jangka menengah dan panjang.  
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b) Dilihat dari Ruang Lingkup 
- Perencanaan Agregatif atau Komprehensif 
 Perencanaan agregatif atau komprehensif meliputi perencanaan 
seluruh perekonomian secara global. Perencanaan ini dimulai dengan 
proyeksi peningkatan pendapatan atau produksi nasional dalam periode 
tertentu. Perencanaan ini mengikutsertakan model-model pertumbuhan 
yang memproyeksikan pertumbuhan variable-variabel ekonomi seperti 
pendapatan nasional, pengeluaran Pemerintah, dan lain sebagainya. 
Dengan demikian, sasarannya meliputi sector pemerintah maupun sector 
swasta. 
- Perencanaan Parsial 
 Perencaan ini dimulai secara sepotong-potong melalui pembangunan 
program atau proyek-proyek yang biasanya untuk menanggulangi 
sasaran jangka pendek, misalnya untuk meningkatkan ekspor, 
menanggulangi kemiskinan, dan lain sebagainya. Investasi semacam ini 
kadang-kadang sulit dihubungkan dengan perencanaan secara 
keseluruhan, bahkan kadang-kadang tanpa didasari dengan 
perencanaan jangka panjangnya. 
c) Dilihat dari Tingkat Keluwesan Perencanaanan  
- Perencanaan Preskriptif 
 Preskriptif adalah pengertian lain dari prescription atau resep. 
Pelaksanaan perencanaan ini dilakukan seolah-olah mengikuti apa yang 
ditulis dalam resep. Departemen teknis atau daerah harus mengikut 
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sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh pusat. Revisi 
dilaksanakan seminimal mungkin, karena dikhawatirkan akan mengubah 
rencana keseluruhan. Dengan menggunakan analisis input-output, maka 
sasaran dan variable yang telah ditetapkan akan diikuti, kacuali apabila 
ada perubahan technical coefficient yang tidak dapat dielakkan. Apabila 
itu terjadi, maka akan berarti mengubah seluruh program yang terkait, 
karena program satu dan yang lainnya saling terkait, dan telah 
diperhitungkan sejak awal. Perencanaan sepertinunu biasanya sangat 
kaku, sasarannya harus dapat dicapai sesuai dengan apa yagng 
direncanakan. Perencanaan preskriptif itu biasanya dilaksanakan oleh 
Negara yang menganut system sosialis totaliter. 
- Perencanaan Indikatif 
 Perencanaan indikatif adalah perencanaan yang sasarannya 
merupakan indikasi dari apa yang diinginkan untuk dicapai. Walaupun 
tampaknya perencanaan indikatif ini cukup luwes tetapi tidak berarti 
penyimpangan-penyimpangan terhadap sasaran program dapat 
dilakukan secara bebas. Perencanaan ini mempunyai persyaratan seperti 
: (1) Mengarah pada tujuan; (2) Mempunyai urutan prioritas; dan (3) tidak 
didasari atas model yang kaku. 
d) Dilihat dari Arus Informasi 
 Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat dibagi atas 2 kategori, 
yaitu: (1) Perencanaan dari atas ke bawah (top down planning); (2) 
Perencanaan dari bawah ke atas (bottom up planning). Yang disebut “atas” 
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dan “bawah” adalah relative, misalnya antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah atau departemen teknis, di satu pihak, dan antara 
perencanaan makro dan perencanaan mikro di lain pihak. Perencanaan dari 
atas ke bawah ini mempunyai banyak kelemahan, antara lain menciptakan 
proyek-proyek yang tidak efisien. Perencanaan tingkat mikro, biasanya 
digunakan untuk menunjang pencapaian sasaran perencanaan makro. Oleh 
karena itu rencana pembiayaan untuk pelaksanaan tingkat mikro seharusnya 
konsisten dengan pembiayaan untuk pencapaian makronya. Apabila alokasi 
dari “atas” berlebihan dari seharusnya dibutuhkan, maka akan timbul 
penciptaan proyek yang tidak efisien, bahkan bukan tidak mungkin akan 
tercipta proyek yang menyimpang dari sasaran makronya. Sebaliknya 
perencanaan dari bawah ke atas juga mempunyai kelemahan, yaitu 
kemungkinan terjadinya sasaran program yang tidak konsisten atau 
seimbang sehingga tidak mencapai manfaat yang maksimal. 
3. Tipologi Pendekatan Perencanaan 
 Amien (2005, 195) menjelaskan beberapa model pendekatan 
perencanaan yakni: 
- Model rasional komprehensif 
Model ini menganut doktrin determinisme dan reduksionisme. 
Pendekatan ini hanya sesuai untuk kondisi di mana sasaran 
pembangunan terdefinisi dengan baik, serta kondisi lingkungan strategis 
dapat dipresiksi dengan benar. Midalnya penggunaan model input-output 
dalam perencanaan. Ciri utama model ini adalah membagi masalah 
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pembangunan ke dalam beberapa bidang. Bidang-bidang yang dimaksud 
selanjutnya dibagi lagi ke dalam sektor, sektor dibagi ke dalam subsektor 
dan seterusnya, sehingga diperoleh masalah pembangunan yang 
teersegmentasi dan terdefinisi dengan jelas. Kelemahan model ini pada 
umumnya terletak pada asumsinya yang tidak dinamis. Analisis 
didasarkan kepada data masa lalu, dan mengasumsikan bahwa data itu 
dapat digunakan untuk memproyeksikan masa depan. Sumber 
kelemahan lain dari model ini adalah asumsinya bahwa kondisi dan 
pengaruh lingkungan strategis dapat dikendalikan atau bahkan diabaikan. 
Asumsi ini berlaku hanya untuk wilayah perencanaan yang relatif kecil 
dan terisolasi. 
- Model Partisipatif 
Model ini menekankan perlunya pelibatan masyarakat dalam proses 
pembangunan, setidaknya berbasis pada tiga pertimbangan, yakni: 
a) Mengumpulkan informasi, untuk mengumpulakan sebanyak mungkin 
informasi yang diperlukan agar pembangunan memiliki kemungkinan 
yang semakin besar untuk berhasil dengan kata lain mengurangi 
ketidakpastian. Objek yang sama akan memberikan persepsi yang 
berbeda apabila dilihat oleh dua atau lebih pengamat dengan cara 
pandang yang berbeda, walaupun dilakukan serentak. Oleh karena 
itu, untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi (kebenaran), 
diperlukan keterlibatan sebanyak mungkin pengamat. 
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b) Menyalurkan aspirasi masyarakat. Penyaluran aspirasi masyarakat 
diperlukan bukan sekedar untuk memberikan “perasaan” kepada 
masyarakat bahwa keberadaan mereka diperhatikan, dengan 
demikian maka akan mau ikut berpartisipasi dalam proses 
pembangunan sebagaiman yang dianut sekarang. Dengan kata lain 
penyaluran aspirasi diperlukan untuk mencegah terjadinya gangguan 
kecil dalam suatu system dalam tatanan yang nantinya akan 
menyebabkan rusaknya system secara keseluruhan. 
c) Diversivitas proses pengambilan keputusan. Diversivitas akan 
memperkuat tatanan secara keseluruhan, karena gejolak-gejolak 
dapat dilokalisasi pada bagian-bagian tatanan, sehingga tatanan 
secara keseluruhan akan tetap stabil.  
- Model Adaptif 
Perencanaan adaptif mengitegrasikan keluwesan (fleksibilitas) dan 
kemampuan responsive (responsiveness) pada level perencanaan dan 
pengambilan keputusan. Adaptasi hanya pada level manjemen tidak 
mencukupi untuk menghadapi atau mengatasi kompleksitas masalah 
yang dihadapi, karena manjemen lebih sering diasosiasikan dengan 
implementasi ketimbang perencanaan. Model ini senantiasa melakukan 
modifikasi terhadap rencana pembangunannya agar senantiasa sesuai 





4. Fungsi Perencanaan 
 Afifuddin (2012, 94) menjelaskan bahwa perencanaan merupakan 
system dalam melaksanakan dan mengevaluasi setiap kegiatan karena pada 
dasarnya perencanaan mempunyai beberapa fungsi, yaitu: 
a) Dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional, rencana 
merupakan alat efisiensi dan efektivitas untuk menghindari pemborosan 
berkat keterarahan kegiatan untuk mencapai tujuan; 
b) Dengan rencana yang matang, dilakukan perkiraan keadaan mengenai 
hal-hal dan prospek perkembangan masa depan yang pada gilirannya 
dapat mengurangi ketidakpastian yang akan dihadapi; 
c) Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai 
alternative tentang cara yang diduga merupakan cara terbaik, setelah 
melalui pengkajian mendalam, dapat member petunjuk tentang ciri-ciri 
setiap alternative yang ada, baik sifatnya positif maupun negative; 
d) Dengan adanya rencana, tergambar pula jenis dan bentuk satuan-satuan 
kerja penyelenggara semua kegiatan yang sifatnya berlanjut dan oleh 
karenanya melembaga; 
e) Dengan rencana; dapat ditetapkan standar prestasi yang baku yang 
antara lain berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan usaha; 
f) Rencana dapat dijadikan sebagai dasar utama untuk penjabaran program 
kerja secara sistematik; 
g) Dengan adanya rencana, jumlah, jenis keahlian dan keterampilan tenaga 
kerja yang diperlukan dapat ditetapkan dengan lebih akurat; 
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h) Rencana menjadi dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian 
dan bahkan juga, penilaian; 
i) Implikasi pembiayaan pun dapat terlihat dengan jelas dalam suatu 
rencana; 
j) Dengan rencana yang jelas, sarana dan prasarana kerja yang mutlak 
diperlukan dapat disediakan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. 
5. Proses Perencanaan 
 Sesuai dengan pendapat A. M. Williams (1966) yang dikutip oleh 
Afifuddin (2012), proses dari perencanaan meliputi: 
a) Menentukan atau menetapkan dengan jelas maksud dan tujuan. 
b) Menentukan alternative. 
c) Mengatur sumber-sumber yang diperlukan. 
d) Menentukan organisasi, metode dan prosedur. 
e) Menentukan atau menetapkan rencana itu sendiri. 
II.1.4  Participatory Governance 
 Dalam Public Administration and Democratic Governance : 
Governments Serving Citizens (2006;276) mengatakan bahwa participatory 
governance menyiratakan keterlibatan pemerintah dengan kelompok-
kelompok yang berkepentingan untuk mengambil ruang/tempat untuk 
membentuk titik awal sebuaha proses negosiasi dan kolaborasi antara 
lembaga-lembaga pemerintah dan kelompok. 
 Participatory governance adalah tentang membuat pemerintah lebih 
inklusif dan sebagai hasilnya, lebih efektif dalam pengurangan 
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kemiskinan. Bagi mereka yang menerina bahwa salah satu aspek 
penting dari kemiskinan adalah kurangnya “suara” masyarakat miskin 
dalam system politik dan struktur birokrasi. Langkah-langkah 
participatory governance sendiri dipandang sebagai pengurang 
kemiskinan. Bagi yang lain, yang menggunakan definisi kemiskinan 
yang lebih konfensional, pemerintahan yang partisipatif (participatory 
governance) menawarkan potensi lebih sesuai dengan kebijakan dan 
praktek. Dengan komunikasi dan pengaruh dari kelompok-kelompok 
masyarakat miskin, diyakini bahwa kebijakan Negara dan prakteknya 
akan meningkat. 
 Participatory governance menawarkan cakupan yang lebih besar 
untuk tindakan kelompok masyrakat sipil yang terorganisir. 
Meningkatnya jumlah lembaga internsional yang mengakui 
pentingnya gerakan masyarakat dan LSM terkait serta menyediakan 
dukungan keuangan. Beberapa gerakan masyarakat memiliki fokus 
pada tujuan tertentu atau kebijakan, dan kemudian sekaligus 
mencapainya dengan sukses, misalnya, gerakan pro-demokrasi di 
sejumlah Negara. Beberapa anggota gerakan tersebut 
memiliki/berusaha sendiri, bergabung dengan pemerintah, dengan 
pemimpin berdiri untuk jabatan politik atau menerima janji 
pemerintah. Namun, orang lain lain menawarkan tantangan akar 
rumput untuk proses pemerintah yang ada dan telah berkampanya 
untuk lebih besar keterlibatan dan inklusi. Kelompok –kelompok 
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seperti ini melihat participatory governance sebagai pelengkap yang 
diperlukan untuk mewakili kepentingan kelompok-kelompok yang 
kurang kuat, terutama dala situasi kelangkaan sumber daya, yang 
mana pemilihn umum menjadi cara untuk mengalokasikan 
keterbatasan terbatasan tersebut. 
 
II.1.5  Konsep Pembangunan 
 Berbagai pengertian tentang pembangunan telah dikemukakan oleh pakar 
ekonomi, politik maupun pakar social. Pengertian pembangunan harus dilihat secara 
dinamis dan tidak sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan 
kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah 
merupakan suatu perubahan social budaya.  
 Sondang P.Siagian dalam Admisitrasi Pembangunan (1998) mendefinisikan 
pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan 
perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara 
dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (national 
building). 
 Pandangan Coralie Bryant dan Louise White dalam Managing Development 
in the Third World (1982, 14) yang dikutip oleh Ndraha (1990, 15;16 ) mengatakan 
bahwa pembangunan ialah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk 
mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi utama dari definisi tersebut.  
1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik 
individu maupu kelompok (capacity) 
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2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan kemerataan 
nilai dan kesejahteraan (equity) 
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk 
membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. 
Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, 
kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (empowerment) 
4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun 
secara mandiri (sustainability) 
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu dengan 
Negara yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan 
saling menghormati (interdependence) 
Afifuddin (2012 : 42) mengemukakan hakikat pembangunan adalah 
membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai 
kesejahteraan rakyat. Untuk bisa membangun lebih baik, masyarakat harus 
berpendidikan dan bermoral lebih baik. Untuk melakukan pembangunan yang lebih 
efektif masyarakat perlu mempelajari sejarah bangsa-bangsa.  
Afifuddin (2012) juga menjelaskan dalam konteks yang luas, pembangunan 
mempunyai beberapa pengertian, yang didasarkan pada sudut pandang yang 
berbeda-beda pula. Beberapa pengertian tersebut ialah: 
1. Pembangunan adalah Perubahan 
Perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara 
dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Kondisi yang 
lebih baik itu harus dilihat dalam cakupan keseluruhan segi kehidupan 
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bernegara dan bermasyarakat, oleh karenanya tidak hanya baik dalm arti 
peningkatan taraf hidup saja, akan tetapi juga dalam segi-segi kehidupan 
yang lainnya. Karena dapat dipastikan bahwa satu segi kehidupan 
bertalian erat dengan segi-segi kehidupan yang lainnya. Manusia bukan 
hanya makhluk ekonomi, akan tetapi juga makhluk social dan makhluk 
politik. 
2. Pembangunan adalah Pertumbuhan 
Yang dimaksud pertumbuhan ialah kemampuan suatu Negara untuk 
terus selalu berkembang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. 
Cakupannya pun adalah seluruh segi kehidupan. Sebagai wujud 
implementasinya, tidak ada satu segi kehidupan yang luput dari usaha 
pembangunan. Adalah hal yang tepat dan wajar apabila ide pertumbuhan 
mendapat penekanan dan sorotan dalam pembangunan, karena secara 
filsafat dapat dikatakan bahwa suatu organisme – suatu Negara dapat 
dikatakan sebagai suatu organisme (Pamudji, S. :19899) – yang berhenti 
bertumbuh sesungguhnya sudah mulai dengan awal dari akhir 
kehidupan. Karena suatu Negara dipandang sebagai suatu organisme, 
maka logis pulalah pertumbuhan itu diperlukan sebagai bagian yang 
mutlak dari pengertian pembangunan. 
3. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan. 
Keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta 
pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak akan terjadi 
dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan. Berarti bahwa baik secara 
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konseptual maupun secara operasional, tujuan dan bergabagai kegiatan 
dangan sengaja ditentukan dalam seluruh potensi serta keuatan 
nasional. Satu kondisi ideal – yang merupakan salah satu sasaran 
pembangunan – ialah apabila kesadaran itu terdapat dalam diri seluruh 
warga masyarakat pada semua lapisan dalam tingkatan dan tidak 
terbatas hanya pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. 
4. Pembangunan adalah sesuatu rencana yang tersusun secara rapi. 
Perencanaan mutlak dilakukan oleh dan dalam setiap organisasi, apa 
pun tujuannya, apa pun kegiatannya tanpa melihat apakah organisasi 
bersangkutan besar atau kecil. Negara merupakan organisasi, sehingga 
dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan para pimpinannya mau 
tidak mau pasti terlibat dalam kegiatan-kegiatan perencanaan.  
5. Pembangunan adalah cita-cita akhir dari perjuangan Negara atau 
bangsa. 
Pada umumnya, komponen-komponen dari cita-cita akhir dari Negara-
negara modern di dunia, baik yang sudah maju maupun yang sedang 
berkembang, adalah hal-hal yang pada hakikatnya bersifat relative dan 
sukar membanyangkan tercapainya “titik jenuh yang absolute”, yang 
setalah tercapai tidak mungkin ditingkatkan lagi seperti: 
a) Keadilan social,  
b) Kemakmuran yang merata, 
c) Perlakuan sama di mata hokum, 
d) Kesejahteraan material, mental dan spiritual, 
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II.1.6  Konsep Perencanaan Pembangunan 
 Pola perencanaan pembangunan yang selama ini dilakukan berbagai Negara 
berkembang yang lebih dikenal dengan top-down strategy sebagaimana 
dikemukakan oleh Ndraha (1990:127) pada awal proses pembangunan memang 
pola ini membawa manfaat, tetapi takkala pola itu mengacu pada system, timbullah 
masalah. Masyarakat terbiasa untuk bergantung pada pemerintah dan 
kemampuannya untuk berkembang secara mandiri sukar dikembangkan. 
Mekanisme bottom-up strategy memiliki beberapa keunggulan yaitu sebagaimana 
yang dikemukakan oleh Ndraha: 
1. Melalui mekanisme bawah ke atas, masyarakat dapat member tanggapan, 
jawaban atau feedblack kenapa pemerintah tentang kesesuaian antara 
aspirasi masyarakat dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah. 
2. Melalui mekanisme tersebut masyarakat dapat mengemukakan dan 
menyalurkan aspirasi, permintaan dan tuntunannya kepada pemerintah. 
3. Melalui mekanisme tersebut dapat terjadi tawar menawar, pemufakatan atau 
kompromi antara masyarakat dengan pemerintah. 
4. Dapat dilakukan konsumsi timbal-balik antara informasi yang dapat 
mengenai berbagai hal 
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5. Dapat terjadi proses “exchange” antara masyarakat dengan pemerintah atau 
kandidat politik misalnya bagi kaum miskin untuk memberikan suaranya 
dengan harapan akan menerima keuntungan tertentu dari pemerintah. 
Tetapi mekanisme bottom up saja tidak cukup untuk membantu tercapainya 
efektivitas perencanaan pembangunan, karena dalam pengambilan keputusan, 
sering kali masyarakat tidak memiliki kekuatan tawar menawar, karena dominasi 
pemerintah yang begitu kuat. Oleh karena itu, agar masyarakat dapat turut 
mengambil keputusan atas hal-hal yang menyangkut perbaikan taraf hidup anggota-
anggotanya, maka lembaga-lembaga yang berpartisipasi dalam progam pemerintah 
harus memiliki kekuasaan yang nyata, artinya lembaga-lembaga tersebut memailiki 
keberdayaan. 
Perencanaan pembangunan merupakan suatu usaha yang sistematik dari 
berbagai pelaku (actor), baik pemerintah swasta, maupun sekelompok masyarakat 
lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan 
keterkaitan aspek-aspek fisik, social ekonomi dan aspek-aspek lingkungan lainnya 
dengan cara: 
1. Terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan. 
2. Merumuskan tujuan kebijakan pembangunan 
3. Menyusun konsep strategi-strategi bagi pemecahan masalah (solusi). 
4. Melaksanakan dengan sumber daya yang tersedia, sehingga peluang-
peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat 




II.1.7.  Konsep Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah 
 Dalam proses perencanaan pembangunan haruslah dimulai dengan upaya 
menjadikan masyarakat sebagai pihak yang harus memulai mengartikulasi 
kebutuhana mereka dengan segala prioritas yang ditentukan sendiri, dalam wujud 
peran dan fungsinya, turut menyampaikan pendapat, mengidentifikasi dan 
menemukan alternative pemecahan masalah-masalah pembangunan, termasuk 
didalamnya mebangun bentuk-bentuk organisasi kemasyarakatan untuk lebih 
mengespresikan kepentingan dan aspirasi komunitasnya, sehingga apa yang terjadi 
rencana pemerintah akan berhasil secara efektif, dalam arti mencapai tujuan yang 
direncanakan serta mendorong mereka untuk memberikan kontribusi dan berbagai 
tanggung jawab untuk mencapai tujuan itu. 
 Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah secara garis 
besar adalah sebagai berikut: 
1. Tingkat Desa/Kelurahan 
Mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat 
desa/kelurahan diawali dengan tahap persiapan berupa rembug/musyawarah 
di tingkat dusun/RW dan kelompok-kelompok masyarakat (seperti misalnya 
kelompok masyarakat) yang merupakan stakeholders di wilayah dusun/RW 
tersebut, membahas mengenai masalah utama yang dihadapi oleh 
masyarakat setempat yang merupakan rencana kebutuhan pembangunan 
hasil rembug kelompok-kelompok masyarakat dimaksud, selanjutnya 
diajukan dan dijadikan sebagai salah satu bahan masukan (input) dalam 
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kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa/Kelurahan 
(Musrenbang desa/kelurahan). 
Musrenbang desa/kelurahan dilaksanakan oleh Tim Penyelenggaraan 
Musrenbang desa/kelurahan yang telah dibentuk atau ditetapkan 
sebelumnya oleh kepala desa/lurah, dan pesertanya terdiri dari komponen 
masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di desa/kelurahan, seperti 
: Ketua RT/RW, kepala dusun/lingkungan, Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat (LPM), ketua adat, organisasi masyarakat, komite sekolah, 
kelompok tani/nelayan dan lain-lain. Wakil-wakil dari peserta tersebut yang 
memamaparkan masalah utama yang dihadapi serta merumuskannya untuk 
dijadikan sebagai prioritas rencana kegiatan pembangunan di 
desa/kelurahan yang bersangkutan.  
Dalam musrenbang tersebut, kepala desa/lurah serta ketua dan 
anggota BPD bertindak sebatas selaku narasumber yang menjelaskan 
tentang prioritas kegiatan/program yang tercantum dalam Rencana Program 
Jangka Menengah (RPJM) desa/kelurahan.  
Keluaran yang dihasilkan pada Musrenbang desa/kelurahan adalah: 
1) Dokumen rencana kerja pembangunan desa/kelurahan yang berisi: 
a. Prioritas rencana kegiatan pembangunan skala desa/kelurahan yang 
didanai oleh alokasi dana desa dan atau swadaya. 
b. Prioritas rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan 
melalui dinas/instansi tingkat kabupaten atau Satuan Kerja Perangkat 
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Daerah (SKPD) untuk selanjutnya dibahas dalam forum musrenbang 
kecamatan. 
2) Daftar nama delegasi desa yang telah dirumuskan oleh peserta 
musrenbang desa/kelurahan, untuk mengikuti musrenbang kecamatan. 
Narasumber dalam musrenbang terdiri dari camat dan aparat 
kecamatan lainnya dari kecamatan, serta Bappeda, perwakilan SKPD 
Kabupaten/kota dan anggota DPRD dari wilayah pemilihan bersangkutan. 
Keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan adalah: 
a) Daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan menurut 
fungsi SKPD yang siap dibahas dalam forum Satuan Kerja Perangkat 
Daerah dan Musrenbang Kabupaten/Kota, yang akan didanai oleh APBD 
Kabupaten/kota dan sumber pendanaan lainnya, 
b) Terpilihnya delegasi kecamatan untuk mengikuti forum satuan kerja 
perangkat daerah Kabupaten/Kota. 
2. Tingkat Kabupaten 
Mekanisme perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten 
didahului dengan kegiatan pada Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(Forum SKPD), kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Rencana 
Pembangunan Kabupaten/Kota (Musrenbang Kabupaten/Kota) untuk 
menetapkan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu 
berdasarkan fungsi SKPD maupun yang dipilih berdasarkan sumber 
pembiayaan dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, dana 
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sumber pendanaan lainnya, serta rancangan pendanaan untuk alokasi dana 
desa. 
 
II.1.8  Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan 
 Tahap persiapan, dengan kegiatan sebgai berikut: 
a. Camat menetapkan Tim penyelenggara musrenbang  
b. Tim penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut: 
1) Mengkomplikasi prioritas kegiatan pembangunan yang menjadi 
tanggungjawab SKPD dari masing-masing kelurahan berdasarkan 
masing-masing fungsi/SKPD. 
2) Menyusun jadwal dan agenda musrenbang kecamatan. 
3) Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat 
pelaksanaan musrenbang kecamatan minimal 7 hari sebelum kegiatan 
dilakukan agar peserta bisa menyiapkan diri dan segera melakukan 
pendaftaran dan atau diundang. 
4) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta musrenbang 
kecamatan, baik dari kelurahan maupun dari kelompok-kelompok 
masyarakat. 
5) Menyiapkan peralatan dan bahan/materi sert notulen untuk musrenbang 
kecamatan.  
Tahap pelaksanaan dengan agenda sebagai berikut: 
a. Pendaftaran peserta musrenbang kecamatan. 
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b. Pemaparan Camat mengenai prioritas masalah kecamatan, seperti 
kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan pengangguran. 
c. Pemarapan mengenai rencana kerja SKPD ditingkat kecamatan yang 
bersangkutan beserta strategi, besaran plafon dana oleh kepal-kepala 
Cabang SKPD. 
d. Pemaparan masalah dan prioritas kegiatan dari masing-masing kelurahan 
menurut fungsi/SKPD oleh tim penyelenggara musrenbang kecamatan. 
e. Verifikasi oleh delegasi kelurahan untuk memastikan semua prioritas 
kegiatan yang diusulkan oleh kelurahannya sudah tercantum menurut 
masing-masing SKPD. 
f. Pembagian peserta musrenbang ke dalam kelompok pembahasan 
berdasarkan jumlah fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang tercantum. 
g. Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan yang dianggap 
perlu oleh peserta musrenbang namun belum diusulkan oleh kelurahan 
(kegiatan lintas kelurahan yang belum diusulkan kelurahan). 
h. Ksepakatan criteria utnuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan 
kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD atau gabungan SKPD. 
i. Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan berdasrakan 
masing-masing fungsi/SKPD. 
j. Pemaparan prioritas pembangunan kecamatan dari tiap-tiap kelompok 




k. Penetapan daftar nama delegasi kecamatan 3-5 orang (masyarakat) untuk 
mengikuti Forum SPKD dan Musrenbang kabupaten/kota. Dalam komposisi 
delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan. 
 
Keluaran yang dihasilkan Musrenbang tingkat Kecamatan: 
1. Daftar prioritas kegiatan pembangunan diwilayah kecamtan menurut 
fungsi/SKPD atau gabungan SKPD, yang siap dibahas pada forum satuan 
kerja perangkat daerah dan musrenbang kabupaten/kota, yang akan didanai 
melalui APBD dan sumber pendanaan lainnya. Selanjutnya, daftar tersebut 
disampaikan kepada masyarakat di masing-masing kelurahan oleh para 
delegasi yang mengikuti musrenbang kecamatan. 
2. Terpilihnya delegasi kecamatan untuk Forum satuan kerja perangkat daerah 
dan musrenbang kota. 
3. Berita acara musrembang tahunan kecamatan. 
Peserta musrenbang tahunan tingkat kecamatan: 
Peserta musrenbang kecamatan adalah wakil dari kelurahan dan wakil dari 
kelompok-kelompok masyarakat yang akan beroperasi dalam skala kecamatan 
(misalnya:organisasi petani, organisasi pengrajin dan lain sebagainya). 
Narasumber musrenbang tingkat kecamatan: 
1. Dari kabupaten/kota: Bappeda, perwakilan SKPD dari kabupaten/kota, 
kepala-kepala cabang SKPD di kecamatan yang bersangkutan, kepala-
kepala unit pelayanan di kecamatan, anggota DPRD dari wilayah 
pemilihan kecamatan yang bersangkutan. 
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2. Dari kecamatan : Camat, aparat kecamatan, LSM yang bekerja di 
kecamatan yang bersangkutan, dan para ahli/professional yang 
dibutuhkan. 
Tugas tim penyelenggara musrenbang tingkat kecamatan: 
1. Merekapitulasi hasil dari seluruh musrenbang kelurahan 
2. Menyusun jadwal dan agenda musrenbang kecamatan 
3. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat pelaksanaan 
musrenbang tahunan kecamatan. 
4. Mendaftar peserta musrenbang kecamatan. 
5. Membantu para delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasya di 
forum SKPD dan musrenbang kabupaten/kota. 
6. Merangkum daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan 
untuk dibahas di musrenbang kabupaten/kota. 
7. Merangkum berita acara musrenbang kecamatan sekurang-kurangnya 
memuat: (a) prioritas kegiatan yang disepakati; dan (b) daftar nama 
delegasi yang terpilih. 
8. Menyiapkan berita acara hasil musrenbang kecamatan kepada anggota 
DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan, sebgai 
referensi mereka dalam forum pembahasan panitia Anggaran DPRD. 
Tugas Tim Delegasi Musrenbang: 
1. Membantu tim penyelenggara menyusun daftar prioritas kegiatan 
pembangunan di wilayah kecamatan untuk dibahas pada forum SKPD 
dan musrenbang kota. 
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2. Memperjuangkan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan dalam 
forum SKPD dan musrenbang kota. 
3. Mengambil inisiatif untuk membahas pemkembangan usulan kecamatan 
dengan delegasi dari kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat di 
tingkat kecamatan. 
4. Mendiskusikan berita acara hasil musrenbang kecamatan dengan 
anggota DPRD dari wilayah pemilihan yang bersangkutan. 
Susunan keanggotaan tim penyelenggara musrenbang tingkat kecamatan: 
Camat selaku penanggung jawab, selanjutnya ketua, sekertaris, dan para 
anggota tim penyelenggara musrenbang kecamatan ditetapakn oleh camat setelah 
mendapat berbagai masukan melalui musyawarah di tingkat kecamatan. 
Kriteria anggota tim penyelenggara musrenbang tingkat kecamatan: 
1. Memiliki komitmen untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. 
2. Keterampilan komunikasi dalam forum dialog 
3. Kemampuan menyerap pendapat orang lain dan mengemukakan 
pendapat 
4. Tidak mementigkan diri sendiri atau kelompoknya. 
5. Memahami mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif. 
 
II.2.  Kerangka Pikir 
 Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melihat gambaran mengenai 
perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif yang digunakan menurut A. 
Mappadjantji Amien (2005) yaitu perencanaan berbasis partisipasi yang terdapat 
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dalam konsep tipologi perencanaan pembangunan. Adapun beberapa aspek yang 
menjadi pertimbangan dalam melihat bagaimana perencanaan berbasis partisipatif 
yaitu pengumpulan informasi sebanyak mungkin, penyaluran aspirasi masyarakat, 
dan diversivitas pengambilan keputusan. Dengan perencanaan yang partisipatif, 
diharapkan strategi maupun kabijakan pembangunan nasional lebih memihak 
kepada masyarakat di daerah maupun di pusat demi terciptanya kesejahteraan 
masyarakat.  
 Berdasarkan beberapa konsep dan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, 


















Perencanaan berbasis partisipasi 
oleh A. Mappadjantji Amien : 
1. Pengumpulan Informasi 
2. Penyaluran aspirasi 









III. 1.  PENDEKATAN PENELITIAN 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, di mana 
penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau 
menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan 
terhadap variable mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau 
menghubungkan dengan variable lain. Selaun itu penelitian deskriptif juga terbatas 
pada usaha mengungkapkan suatu maslah atau keadaan atau peristiwa 
sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta dan 
memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek 
yang diteliti. 
III.2. LOKASI PENELITIAN 
 Penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. 
Pemilihan lokasi penelitian di Kecamatan Tinggimoncong ini karena dalam 
pelaksanaan perencanaan pembangunan di kecamatan ini menurut penliti terdapat 
beberapa hal yang menyimpang sehingga pembangunan yang dilakukan kurang 
maksimal dan tidak memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti ingin 





 Penelitian mengenai Model Partisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan 
Daerah di Kecamatan Tinggimoncong ini memerlukan informan yang mempunyai 
pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah yang penelitian guna 
memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Oleh sebab itu, informan yang 
dimaksud adalah sebagai berikut: 
1. Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Tinggimoncong 
2. Camat Kecamatan Tinggimoncong 
3. Anggota LSM 
4. Beberapa Tokoh Masyarakat 
 
III.4. JENIS DAN SUMBER DATA 
 Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua 
yaitu: 
1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi 
penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan 
penelitian, dan juga melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap 
objek penelitian. 
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan acuan atau literature 
yang berhubungan dengan masalah penelitian, misalnya materi atau 
dokumen dari Kantor Kecamatan Tinggimoncong, Badan Perencanaan 




III.5. FOKUS PENELITIAN 
 Penelitian yang akan dilakukan difokuskan pada Perencanaan Partisipasi 
Dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Tinggimoncong, dengan menggunakan 
beberapa pertimbangan dalam perencanaan berbasis partisipatif, yang tersiri atas:: 
a) Mengumpulkan informasi. Informasi yang dimaksud adalah informasi 
dari masyarakat tentang permasalahan yang terjadi diwilayah 
tersebut yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Untuk 
mengumpulkan sebanyak mungkin informasi, yang diperlukan ialah 
menghadirkan sebanyak mungkin anggota masyarakat ataupun 
perwakilan dari masyarakat agar pembangunan memiliki 
kemungkinan yang semakin besar untuk berhasil dengan kata lain 
mengurangi ketidakpastian.  
b) Menyalurkan aspirasi masyarakat. Penyaluran aspirasi masyarakat 
dilakukan oleh pemerintah tingkat kecamatan dan kelurahan, mereka 
menyalurkan aspirasi masyarakat melalui kegiatan musrenbang untuk 
disampaikan ke pemerintah pusat. Penyaluran aspirasi masyarakat 
diperlukan bukan sekedar untuk memberikan “perasaan” kepada 
masyarakat bahwa keberadaan mereka diperhatikan, dengan 
demikian maka akan mau ikut berpartisipasi dalam proses 
pembangunan sebagaimana yang dianut sekarang.  
c) Diversivitas proses pengambilan keputusan. Keputusan pemerintah 
dalam perencanaan pembangunan memiliki perbedaan di setiap 
daerah sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Namun perbedaan 
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tersebut akan membuat pembangunan di suatu daerah tidak merata 
karena akan ada wilayah yang merasa tidak diuntungkan oleh 
keputusan tersebut. 
Apabila pada proses perencanaan terutama pada proses pelaksanaan 
musrenbang telah memenuhi ketiga aspek tersebut, berarti pemerintah telah 
melaksanan proses perencanaan pembangunan daerah dengan model bottom up.  
Sebaliknya apabila dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah 
tidak memenuhi tiga aspek dalam pendekatan perencanaan yang berbasis 
partisipasi tersebut diatas maka pemerintah tidak melaksanakan proses penyusunan 
perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan harapan dan keinginan 
masyarakat dan masyarakat hanya dijadikan sebagai objek pembangunan bukan 
sebagai subjek pembangunan serta lembaga perencanaan pembangunan hanya 
melaksanakan proses seremonial perencanaan pembangunan tanpa melihat 
substansi perencanaan pembangunan itu sendiri. 
 
III.6. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pemgumpulan 
data, yaitu: 
1. Wawancara 
Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data 
melalui Tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yaitu Kepala 
Seksi Pembangunan Kecamatan Tinggimoncong, Camat Kecamatan 
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Tinggimoncong, Anggota LSM, dan beberapa tokoh masyarakat pada 
Kecamatan Tinggimoncong yang dianggap mengetahui banyak tentang 
kondisi objektif dari proses penyusunan perencanaan pembangunan.  
2. Observasi 
Observasi yaitu cara untuk memperoleh data melalui kegiatan pengamatan 
langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan atau data 
yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, peneliti memahami dan 
menganalisis berbagai gejala yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu 
partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di 
Kecamatan Tinggimoncong melalui berbagai kondisi dan situasi nyata yang 
terjadi baik secara formal maupun non formal. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji 
dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal 
yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi data-data yang 
berhubungan dengan penelitian ini serta cara pengumpulan data dan telaah 
pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan 
dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa buku-buku, literature, 
laporan tahunan mengenai dokumen rencana kerja pembangunan, dokumen 
rumusan hasil musrenbang, dan dokumen peraturan pemerintah dan 
Undang-Undang yang telah tersedia pada lembaga yang terkait dipelajari, 
dikaji dan disusun/dikategorikan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh 
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data guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan 
dilakukan.  
III.7. TEKNIK ANALISIS DATA 
 Data yang telah dikumpulakna oleh penulis, dianalisis secara kuantitatif yaitu 
jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan 
angka. Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang 
dibutuhkan atau tidak. Setelah dikelompokkan data tersebut penulis jabarkan 
dengan bentuk teks, agar lebih dimengerti, setelah itu penulis menarik kesimpulan 
dari data tersebut sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian. 
 Untuk menganalisa berbagai fenomena dilapan dilakukan langkah-langkah 
berikut: 
1. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan 
dokumentasi. 
2. Reduksi data 
Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi 
data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk 
memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah 
penelitian. 
3. Penyajian data 
Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian 
(display) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi 
terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah 
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dipahami. Penyajian dalam bentuk uraian naratif. Pada langkah ini, penliti 
berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang 
dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan 
dengan cara menampilakan dan membuat hubungan antar fenomena untuk 
memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti 
untuk mencapai tujuan penelitian. Display data yang baik merupakan satu 
langkah penting menuju tercapainya analisis kualitaitf yang valid dan handal. 
4. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dilakukan secara cermat dengan 
melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan 














DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 
 
IV.1.  Gambaran Umum Kabupaten Gowa 
IV.1.1  Kondisi Geografis 
 Kabupaten Gowa berada pada 12°38.16’ Bujur Timur dari Jakarta dan 
5°33.6’ Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administasinya 
antara 12°33.19’ hingga 13°15.17’ Bujur Timur dan 5°5’ hingga 5°34.7’ Lintang 
Selatan dari Jakarta. 
Kabupaten yang berada pada bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini 
berbatasan dengan 7 Kabupaten/Kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan 
dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan 
Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan 
Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan 
Kota Makassar dan Takalar. 
Luas wilayah Kabupaten Gowa adalag 1.883,33 km2 atau sama dengan 
3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa 
terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitive sebanyak 






IV.1.2.  Keadaan Penduduk 
 Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk (SP) 2010, jumlah 
penduduk kabupaten Gowa sebanyak 652.329 orang, yang terdiri atas 320.568 laki-
laki dan 331.761 perempuan. Dari hasil SP 2010 tersebut masih tampak bahwa 
penyebaran penduduk kabupaten Gowa masih bertumpu di kecamatan 
Sombaopu yakni sebesar 19,95 persen, kemudian diikuti oleh kecamatan 
Pallangga sebesar 15,08 persen, kecamatan Bajeng sebesar 9,55 
persen, kecamatan Bontonompo sebesar 6,03 persen dan kecamatan lainnya di 
bawah lima persen. Parigi, Bontolempangan, dan Manuju adalah tiga kecamatan 
dengan urutan terbawah yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit masing-
masing berjumlah 13.100 orang, 13.212 orang, dan 14.074 orang. Sedangkan 
kecamatan Sombaopu dan kecamatan Pallangga merupakan kecamatan yang 
paling banyak penduduknya untuk wilayah di perkotaan, yakni masing-masing 
sebanyak 130.126 orang dan 98.372 orang. 
Dengan luas wilayah kabupaten Gowa sekitar 1.883,33 kilo meter persegi 
yang didiami oleh 652.329 orang (2010) maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk 
kabupaten Gowa adalah sebanyak 1.223 orang per kilo meter persegi. Kecamatan 
yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan 
Sombaopu yakni sebanyak 4.632 orang per kilo meter persegi sedangkan yang 
paling rendah adalah kecamatan Paranloe yakni sebanyak 74 orang per kilo meter 
persegi.  
Berikut jumlah penduduk Kabupaten Gowa lima tahun terakhir: 575.295 jiwa 
(2005), 586.069 jiwa (2006). Tahun 2015 (17/4) jumlah penduduk Gowa telah 
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mencapai 747.257 dengan perincian laki-laki sebanyak 371.213 jiwa sedangkan 
perempuan sebesar 376.044 jiwa. 
 








Gambar 2. Lambang Kabupaten Gowa 
A. Arti Lambang 
1. Dasar Lambang warna Putih melambangkan tanda suci dengan itikad 
yang luhur untuk mencapai cita-cita Bangsa yaitu masyarakat adil dan 
makmur yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. 
2. Bentuk Bingkai Persegi Lima Warna Hitam adalah melambangkan 
Pancasila. 
3. Buah Padi berwarna Kuning emas dan buah kapas warna Putih yang 




4. Bagian depan terdapat tangga berwarna hitam bertuliskan Gowa dengan 
huruf latin warna putih menghubungkan buah padi dengan kapas, 
perlambang Gowa siap melaksanakan Pembangunan yang bertahap. 
5. Depan benteng nampak terpancang dua buah meriam warna merah, di 
mukanya bertengger seekor ayam jantan berwarna putih berjenggot 
merah 
6. Di tengah-tengah berdiri sebatang pohon lontar, batang berwarna hitam, 
buah sembilan biji warna merah,perlambang Kebudayaan Gowa sebagai 
bagian dari Kebudayaan Nasional. 
7. Latar belakang lambang nampak sinar matahari warna kuning emas 
dengan pancaran tujuh belas, perlambang proklamasi 17 Agustus dan 
daun nyiur hijau yang melambai, perlambang Tanah Airku Indonesia. 
B. Arti Warna Pada Lambang 
1. Warna Putih berarti Kesucian 
2. Warna Hitam berarti Keabadian 
3. Warna Merah berarti Kejayaan 
4. Warna Kuning berarti Keluhuran 






IV.1.4. Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten Gowa 
 Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Gowa 
VISI 
Terwujudnya Gowa yang Handal dalam Peningkatan Kualitas Hidup 
Masyarakat 
 MISI 
1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dengan moral 
dan akhlak yang tinggi serta keterampilan yang memadai. 
2. Meningkatkan interkoineksitas wilayah dan keterkaitan ekonomi. 
3. Meningkatkan kelembagaan dan peran masyarakat. 
4. Meningkatkan penerapan hokum dan penerapan prinsip tata 
pemerintahan yang baik 
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang mengacu pada 
kelestariaan lingkungan. 
 
IV.1.5. Kecamatan dan Kelurahan 
Kecamatan 
 Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan 
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan 
otonomi daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Camat 




a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban 
umum; 
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan; 
d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 
umum; 
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat 
kecamatan; 
f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan; 
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan 
Desa/Kelurahan; 
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
Kelurahan 
 Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan pemerintahan sebagian yang 
dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan, perekonomian, ketenteraman dan 
ketertiban serta koordinasi dengan instansi otonomi di wilayah kerjanya. Lurah 
dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; 
b. Pemberdayaan masyarakat; 
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c. Pelayanan masyarakat; 
d. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 
e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 
f. Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan; 
g. Pengelolaan kebersihan; 
h. Pelaksanaan pelayanan administrasi public; 
i. Pelaksanaan kesekretariatan; 















HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
V.1.  Analisis Perencanaan Partisipatif Dalam Proses Pembangunan Daerah 
 Dalam mengelola pembangunan daerah setiap pemerintah daerah 
mengupayakan peningkatan terhadap kinerja pembangunan sehingga dapat 
mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam menunjang 
peningkatan kinerja pembangunan, perlu ditunjang dengan perencanaan 
pembangunan yang baik. 
 Perencanaan pembangunan merupakan salah satu strategi yang disusun 
oleh pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengelola pembangunan 
daerah, dimana pemerintah juga melibatkan sector swasta dan kelompok 
masyarakat didalamnya, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat 
terlaksana dengan baik dan dapat mewujudkan visi dan misi daerah yang telah 
direncanakan sebelumnya. 
 Dalam membuat suatu perencanaan pembangunan suatu daerah salah satu 
unsure penting yang harus terlibat didalamnya adalah masyarakat.  Oleh sebab itu 
salah satu indicator yang mempengaruhi berhasil tidaknya visi dan misi suatu 
pembangunan daerah adalah partisipasi masyarakat, dimana masyarakat berperan 
langsung dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Tanpa keterlibatan masyarakat 
dan pihak swasta yang membantu pemerintah dalam menyusun dan melakukan 
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perencanaan pembangunan daerah, maka visi dan misi yang telah ditetapkan 
sebelumnya akan sulit tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. 
 Upaya keterlibatan ataupun pengikutsertaan masyarakat yang terwujud 
melalui perencanaan partisipatif dapat membawa keuntungan substantive dimana 
keputusan yang diambil akan lebih efektif. Dengan demikian keterlibatan masyarakat 
dalam proses pembangunan dalam hal ini dalam proses perencanaan 
pembangunan yang memberikan nilai strategis bagi masyarakat itu sendiri menjadi 
salah satu syarat penting dalam upaya pembangunan yang dilaksanakan. 
 Untuk melihat apakah perencanaan partisipatif dalam proses pembangunan 
terlaksana dengan baik atau tidak, maka pemerintah daerah melaksanakan 
penyusunan rencana pembangunan melalui musyawarah perencanaan 
pembangunan (Musrenbang) dimana pada program ini merupakan suatu proses 
pelibatan masyarakat yang memberikan usulan, saran, dan pendapat yang 
berhubungan penyelenggaraan pembangunan pada sector ataupun bidang tertentu 
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta prioritas pembangunan daerah, 
dengan mempertimbangkan tiga indicator yaitu (1) Pengumpulan informasi; (2) 
Menyalurkan aspirasi masyarakat; serta (3) Diversivitas proses pengambilan 
keputusan. Sesuai dengan tujuan awal penelitian ini, yaitu hendak mengetahui 
apakah perencanaan partisipatif dalam proses pembangunan daerah di Kabupaten 





V.2 Pembahasan Hasil Penelitian Perencanaan Partisipatif Dalam Proses 
Pembangunan 
2.1 Pengumpulan Informasi 
 Pengumpulan informasi dilakukan oleh pihak pemerintah tingkat kecamatan 
dan tingkat kelurahan melalui kegiatan musrenbang. Dalam mengumpulkan 
informasi mengenai program yang akan di rancang dalam pembangunan salah 
satunya dapat dilakukan pada proses pelaksanaan perencanaan pembangunan 
dalam hal ini pelaksanaan Musrenbang, di mulai dari menyiapkan informasi 
mengenai penyelenggaran musrenbang tahun 2014 yang kemudian camat 
menyampaikan kepada lurah untuk membentuk panitia penyelenggara dan membuat 
jadwal pelaksanaan musrenbang untuk di sampaikan ke warga masyarakat. Hal ini 
sesuai dengan pernyataan dari salah satu staf kecamatan bidang pembangunan 
sebagai salah satu panitia penyelenggara. 
”Pelaksanaan musrenbang tahun 2014 di sampaikan kepada masyarakat 
setelah Saudara camat memberitahukan kepada lurah yang berada di 
wilayahnya untuk menyusun panitia penyelenggara serta membuat jadwal 
mengenai pelaksanaan musrenbang agar masyarakat diberi kesempatan dan 
peluang yang seluas-luasnya untuk ikut serta dalam pelaksanaan 
musrenbang.”  
(Hasil wawancara pada tanggal 29 maret 2016) 
 Hal serupa juga dikemukakan oleh salah satu Lurah di wilayah Kecamatan 
Tinggimoncong yang mengatakan bahwa: 
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“Di setiap pelaksanaan musrenbang pada tingkat kelurahan, kami 
menindaklanjuti surat pemberitahuan dari Camat dengan membentuk tim 
penyelenggara dan membuat jadwal serta menginformasikan kepada 
masyarakat mengenai pelaksanaan musrenbang” 
(Hasil wawancara pada tanggal 30 maret 2016) 
 
 Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pemerintah dalam 
hal ini pemerintah daerah baik kabupaten maupun kecamatan telah melaksanakan 
salah satu hal penting yang semestinya di lakukan oleh pemerintah dalam 
mewujudkan demokrasi yaitu memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi 
masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangunan bangsa.  
 Berikut merupakan proses pengumpulan informasi dalam rangka 
perencanaan pembangunan di kecamatan Tinggimoncong. 
 
Table 5.1. Proses Pengumpulan Informasi (2016) 








informasi mengenai kebutuhan 
mereka akan pembangunan
•Aparatur pemerintah 
memberikan saran perencanaan 
pembangunan
Penyampaian 
Informasi •Penitia penyelenggara membuat 
daftar informasi yang telah 
disampaikan oleh masyarakat 
maupun aparatur pemerintah 
yang hadir untuk selanjutnya 






 Menghadirkan masyarakat pada kegiatan musrenbang merukana salah satu 
langkah awal dalam menyusun perencanaan pembangunan di suatu daerah. 
Masyarakat dihadirkan dengan tujuan mendapatkan informasi permasalahan 
pembangunan di lingkungan mereka sehingga pada saat kebijakan diterbitkan dan 
dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak terjadi 
kesalahpahaman di kemudian hari. Aparatur pemerintah yang hadir juga harus 
memberikan pendapat mereka mengenai pembangunan seperti apa yang sebaiknya 
dilakukan pada lingkungan tertentu agar program pembangunan tepat sasaran dan 
dana untuk pembanguna tidak terbuang percuma. 
 Dalam pelaksanaan suatu perencanaan pembangunan tentunya bukan 
hanya masyarakat saja yang dihadirkan, pemerintah juga turut dihadirkan baik itu 
dari pemerintah pusat daerah maupun dari pihak kecamatan itu sendiri. Berikut 
merupakan data unsure pimpinan rapat dan narasumber kegiatan musrenbang di 
tingkat kecamatan. 
Panitia Narasumber 
- Pimpinan rapat: 
     Hj. Syamsiar Rahim, S.Sos.,MM. 
- Notulen / Sekretaris: 
Ardiyansyah Dwipratama, S.STP 
- Drs. H. A. Rimba Alam, M.Si 
(Mewakili Bupati Gowa) 
- H. Jufri, SH 
(Anggota DPRD Kab.Gowa) 
- Niswah Hamzah 
(Anggota DPRD Kab.Gowa) 
- H.Rafiudin 
(Anggota DPRD Kab.Gowa) 
- Agus Salim, S.Pd 
(Anggota DPRD Kab.Gowa) 
Table 5.2  Berita Acara Musrenbang Kecamatan Tinggimoncong (2014) 
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 Proses pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah akan lebih 
mencerminkan proses demokrasi apabila masyarakat telah ditentukan dapat turut 
terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Berdasarkan teori yang telah 
dikemukakan oleh Amien (2005) mengenai model partisipasi salah satunya adalah 
mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang diperlukan agar proses 
pembangunan memiliki kemungkinan yang semakin besar untuk berhasil atau 
dengan kata lain ketidakberhasilan, dengan semakin banyaknya masyarakat yang 
turut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan musrenbang maka informasi 
mengenai yang akan dilakukan dalam pembangunan di daerah tersebut. Hal 
tersebut salah satunya dapat dilihat pada tingkat kehadiran masyarakat sebagai 
peserta dalam pelaksanaan musrenbang sebagai wadah untuk partisipasi 
masyarakat. Berikut merupakan data kehadiran peserta Musrenbang tahun 2014 
untuk prioritas kerja tahun 2015 di beberapa Kelurahan dan tingkat Kecamatan: 
Kec. Tinggimoncong 97 orang 
Kelurahan Malino 42 orang 
Kelurahan Bulutana 31 orang 
Kelurahan Gantarang 40 orang 
Kelurahan Garassi 44 orang 
Tabel 5.3 Data Kehadiran Peserta Musrenbang (2014) 
 Berdasarkan data tersebut tingkat kehadiran masyarakat dalam rangka 
partisipasinya terhadap musrenbang mencapai 80% dari yang telah di beri 




“Dalam rangka pelaksanaan Musrenbang 2014, kami selaku pihak pelaksana 
mengundang masyarakat untuk menghadiri acara tersebut, yang diundang 
merupakan perwakilan dari masyarakat yaitu anggota LPM, kepala 
lingkungan setempat, ketua RT/RW, dan tokoh-tokoh masyarakat maupun 
tokoh adat. Dari sekian undangan yang kami sebar, yang menyempatkan 
hadir dan berpartisipasi dalam pelaksanaan musrenbang adalah sebanyak 
80% dari keseluruhan undangan, menurut kami jumlah tersebut sudah cukup 
mewakili masyarakat disini.” 
(Hasil wawancara pada tanggal 30 maret 2016) 
Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh ketua RT T1 yang mengatakan 
bahwa: 
“Kami selaku warga masyarakat Kec.Tinggimoncong selalu ikut berpartisipasi 
dalam musrenbang ini. Oleh karena itu kami selalu menyempatkan diri untuk 
menghadiri musrenbang, walaupun kami memiliki kesibukan lainnya” 
(Hasil wawancara pada tanggal 31 maret 2016) 
Begitu pula dengan pernyataan ketua RT S1 yang mengatakan bahwa: 
“Karena musrenbang ini merupakan kegiatan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan, saya menghimbau kepada 
warga masyarakat di wilayah saya agar menyempatkan diri untuk menghadiri 
kegiatan musrenbang tersebut, sehingga kami juga dapat turut ambil bagian 
dalam proses pembangunan terkhusus pembangunan di lingkungan tempat 
tinggal kami” 
(Hasil wawancara pada tanggal 31 maret 2016) 
 Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat 
cukup antusias mengenai pelaksanaan musrenbang. Mereka mengempatkan diri 
untuk menghadiri acara musrenbang dan memberikan pendapat, saran maupun 
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kritikan mereka terhadap permaslahan pembangunan yang terjadi di wilayah 
mereka. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat telah berpartisipasi dalam 
membangun bangsanya, salah satunya adalah dengan turut berperan aktif dalam 
perencanaan pembangunan. 
 Informasi yang didapatkan dalam kegiatan musrenbang disampaikan dalam 
bentuk usulan program-program pembangunan untuk dimasukkan kedalam daftar 
rencana pembangunan di daerah tersebut. Berikut merupakan daftar usulan 
program-program pembangunan di beberapa kelurahan di kecamatan 
Tinggimoncong. 
Kelurahan Usulan Program 
Kelurahan Malino - Pembangunan/rehab kantor Cabang 
Diknas 
- Pembuatan Gedung perpustakaan 
Kelurahan 
- Pemasangan pavin block di setiap 
sekolah 
- Pembangunan pustu dan posyandu 
- Pelatihan dan pemberian bantuan 
modal usaha Karang Taruna 
- Pembuatan jamban keluarga 
- Prona sertifikat tanah 
- Rehabilitasi hutan karampuang 
- Pengaspalan jalan 
- Rehabilitasi lampu jalan  
- Pembangunan jembatan Patte’ne 
- Pengadaan kendaran angkutan 
sampah 
- Pengembangan tanaman hias 






Kelurahan Bulutana - Pembangunan/rehab Kantor Lurah 
Bulutana 
- Rehabilitasi Cekdam Hulu irigasi 
“solongan lompoa” 
- Pengaspalan jalan dan jembatan poros 
RW Tanetea-Bulutana 
- Pembangunan jaringan irigasi desa 
“solongan Takapala III” 
- Rehabilitasi Rumah Adat “Ballalompoa” 
 
Kelurahan Garassi - Pengaspalan jalan 
- Pengadaan air bersih 
- Pembangunan TK 
- Pembangunan kantor PKK 
- Pembangunan pagar sekolah 
- Pembangunan MCK umum 
- Pemberian bantuan pembangunan 
Rumah 
- Pelatihan dan pemberian bantuan 
modal usaha karang taruna 
- Pelatihan dan pemberian bantuan 
Modal usaha SPP 
- Pembuatan profil kelurahan 
- Bantuan pemberdayaan PKK 
- Pembangunan jembatan Auwa 
- Pemberian intensif Ketua RK/RT 
- Pembuatan drainase jalan 
 
Kelurahan Gantarang - Pengadaan lampu jalan 
- Pengadaan Travo Listrik 
- Pembangunan irigasi Lewang-Kulang 
Lompo 
- Pembangunan Lapangan Sepakbola 
- Drainase Bontoralla-Lembang Bata 
- Pembangunan Gedung Perpustakaan 
SDI Gantarang 
- Pengadaan buku perpustakaan Desa 
- Pembangunan Posyandu Lembang 
Panai 




- Pembangunan kantor PKK 
- Rehabilitasi lahan kritis 
- Pengembangan bibit kakao 
- Pembangunan bendungan dan irigasi 
Pallapassang 
- Pengadaan pompa air 
- Rehabilitasi gedung PAUD SPAS 
 
Table 5.4. Daftar Usulan Program Hasil Musrenbang Kelurahan (2014) 
2.2. Penyaluran Aspirasi Masyarakat 
 Selain mengumpulkan banyak informasi mengenai permasalahan 
pembangunan, Amien (2005) juga berpendapat bahwa perencanaan partisipatif 
merupakan salah satu bentuk aspirasi masyarakat. Penyaluran aspirasi masyarakat 
dalam membangun bangsa ini ditentukan oleh transparansi dalam pengambilan 
keputusan. Penyaluran aspirasi bukan hanya sekedar memberikan ‘perasaan’ 
bahwa mereka diperhatikan, tetapi dengan demikian masyarakat akan mau 
berpartisipasi dalam pembangunan. Aspirasi masyarakat disalurkan oleh pemerintah 
daerah tingkat kecamatan/kelurahan melalui kegiatan musrenbang dalam rangka 
perencanaan pembangunan daerah. 
 Kecamatan Tinggimoncong melaksanakan musrenbang sebagai salah satu 
kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahunnya untuk menampung aspirasi 
masyarakat mengenai apa yang mereka butuhkan dan sebagainya sesuai dengan 
peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Penyalurran aspirasi masyarakat 
ini dimulai dari aktifnya masyarakat dalam kegiatan musrenbang dengan 
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memberikan saran atau apapun yang menjadi kepentingan dalam urusan 
pembangunan dilingkungannya.  
 
Tabel 5.5 Proses Penyaluran Aspirasi Masyarakat (2016) 
 
Pada proses penyaluran aspirasi masyarakat informasi yang telah diterima 
dari masyarakat kemudian diserahakan kepada pemerintah  dalam hal ini dewan 
perwakilan daerah untuk selanjutnya dibahas dalam sidang untuk merumuskan 
kebijakan seperti apa yang akan dilaksanakan di daerah tersebut serta menyiapkan 
dana pembangunannya sesuai dengan informasi perencanaan program yang 
diberikan oleh masyarakat. 
 Di Kecamatan Tinggimoncong sendiri telah memperlihatkan bagaimana 
aspirasi-aspirasi masyarakat dihimpun dan disampaikan kepada pemerintah 
kabupaten untuk selanjutkan dilaksanakan pembangunannya sehingga aspirasi 
masyarakat tersalurkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Y1 sebagai salah satu 
panitia penyelenggara musrenbang tingkat kelurahan: 
“Dalam pelaksanaan musrenbang, hampir seluruh peserta yang hadir aktif 
memberikan tanggapan dan saran mengenai program-program yang 
rencananya akan dilaksanakan. Cukup banyak saran program yang 












untuk menentukan mana yang perlu di prioritaskan terlebih dahulu. Setelah 
menentukan program-program yang menjadi prioritas utama pembangunan 
di wilayah kami, selanjutkan kami melaporkan hasil kegiatan tersebut kapada 
pihak pemerintah baik itu pemerintah kecamatan maupun pemerintah 
kabupaten.” 
(Hasil wawancara pada tanggal 01 April 2016) 
Sama halnya dengan pemaparan B2 sebagai salah satu anggota LSM yang 
memaparkan bahwa:  
“Sebagai salah satu dari peserta yang hadir dalam musrenbang, saya 
melihat bahwa masyarakat cukup antusias dan aktif. Termasuk kami dari 
pihak LSM memberikan masukan mengenai rencana pembangunan terutama 
mengenai infrastruktur kebersihan di wilayah kami. Dalam kegitan tersebut 
saya rasa aspirasi masyarakat cukup banyak sehingga pemerintah mungkin 
bisa memasukkannya dalam daftar perkerjaan rumah yang harus dilakukan.”  
(Hasil wawancara pada tanggal 03 April 2016) 
 
 Akan tetapi jika ingin melihat apakah aspirasi masyarakat tersalurkan 
dengan benar, hasil dari musrenbang itu sendiri harus mencerminkan apa yang 
dibutuhkan dan apa yang menjadi prioritas masyarakat begitu pun dengan 
pelaksanaannya. Namun di kecamatan Tinggimoncong sendiri belum sepenuhnya 
terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan terdapat beberapa kelurahan yang hasil 
musrenbangnya memang berasal dari saran dan masukan masyarakat akan tetapi 
pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang telah diputuskan pada 
musrenbang. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan lurah Buluttana di kecamatan 
tinggimoncong yang mengatakan: 
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“Kami telah melaksanakan Musrenbang dengan benar dan sesuai aturan 
yang ada. Masyarkat juga telah memberikan respon positif terhadapnya, 
masyarakat juga memberikan saran dan masukan atas apa yang mereka 
butuhkan bagi lingkungan mereka. Akan tetapi terkadang setelah kami 
melaporkan mengenai hasil musrenbang, program yang dilaksanakan justru 
tidak sesuai dengan hasil musrenbang kami bahkan berbeda sama sekali.” 
(Hasil wawancara pada tanggal 31 maret 2016) 
 Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah 
sebenarnya masih belum percaya sepenuhnya kepada masyarakat mengenai 
perencanaan yang mereka buat apakah benar dibutuhkan oleh masyarakat atau 
hanya sekedar keinginan semata, selain itu juga terkadang pemerintah masih 
mementingkan kepentingan politik mereka di bandingkan kepentingan 
masyarakatnya. Meskipun tidak semua wilayah kelurahan mengalami hal tersebut, 
salah satunya adalah Kelurahan Malino, seperti yang telah dikatakan oleh Lurah 
Malino bahwa:  
“Untuk pelaksanaan program musrenbang sendiri memang tidak semua dari 
program yang kami usulkan ke tingkat kabupaten disetujui dan dianggarkan 
pendanaannya, akan tetapi dari program yang dilaksanakan dilapangan oleh 
pemerintah setidaknya telah memenuhi kebutuhan masyarakat kami seperti 
pembuatan jalan, pengadaan tempat sampah di sekitar jalan-jalan besar dan 
juga pembuatan saluran irigasi.” 
(Hasil wawancara pada tanggal 30 Maret 2016) 
 Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa lurah di wilayah kecamatan 
Tinggimoncong dapat diketahui bahwa penyaluran aspirasi masyarakat melalui 
perencanaan partisipatif masih belum merata keseluruh wilayah di kecamatan 
Tinggimoncong, sehingga kecamatan Tinggimoncong masih belum bisa dikatakan 
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belum sepenuhnya berhasil dalam pelaksanaan musrenbang yang merujuk pada 
perencanaan partisipatif. Hal tersebut disebabkan oleh masih adanya wilayah di 
kecamatan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhannya dalam 
pembangunan. 
2.3. Disersivitas Pengambilan Keputusan 
Teori perencanaan partisipatif oleh Amien (2005) mempertimbangkan 
mengenai wujud dari diversivitas proses pengambilan keputusan yaitu 
keanekaragaman keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam menentukan 
program-program yang akan dilaksanakan pada suatu wilayah tertentu. Dalam hal 
ini keputusan pemerintah dalam menentukan program yang akan dilaksanakan di 
Kecamatan Tinggimoncong cukup beragam, karena di setiap kelurahan di wilayah 
tersebut pemerintah menempatkan program yang benar dibutuhkan oleh masyarakat 
sesuai dengan usulannya dan program yang sebenarnya tidak termasuk dalam 
daftar usulan serta program tersebut tidak terlalu dibutuhkan atau bahkan tidak 
dibutuhkan oleh masyarakat dilingkungan tersebut. 
 Hal tersebut terjadi dibeberapa kelurahan yaitu kelurahan Bulutana, 
Kelurahan Gantarang, dan Kelurahan Garassi. Berikut merupakan daftar usulan dan 
daftar realisasi program tahun 2014 untuk prioritas kerja tahun 2015. 
Daftar Usulan Program Daftar Realisasi Program 
Kelurahan Bulutana 
- Pembangunan / Rehabilitasi Kantor 
Lurah Bulutana 
- Rehabilitasi Cekdam Hulu irigasi 
Kelurahan Bulutana 
- Peningkatan Jaringan Irigasi 




- Pengaspalan jalan & jembatan poros 
RW Tanetea-Bulutana 
- Pembangunan jaringan irigasi desa 
“solongan Takapala III” 
- Rehabilitasi Rumah Adat 
“Ballalompoa” 
- Pembangunan jembatan beton 
- Pembangunan Hulu irigasi pertanian 
- Pembangunan embun 
- Peningkatan jalan tani Popoang 




- Pengaspalan jalan 
- Pengadaan air bersih 
- Pembangunan TK 
- Pembangunan kantor PKK 
- Pembangunan pagar sekolah 
- Pembangunan MCK umum 
- Pemberian bantuan pembangunan 
Rumah 
- Pelatihan dan pemberian bantuan 
modal usaha karang taruna 
- Pelatihan dan pemberian bantuan 
Modal usaha SPP 
- Pembuatan profil kelurahan 
- Bantuan pemberdayaan PKK 
- Pembangunan jembatan Auwa 
- Pemberian intensif Ketua RK/RT 
- Pembuatan drainase jalan 
 
Kelurahan Garassi 
- Pembangunan kantor PKK 
- Pembangunan MCK umum 
- Pelatihan dan pemberian Modal 
usaha Karang Taruna 
- Bantuan pemberdayaan PKK 
- Pembuatan drainase jalan 
Kelurahan Gantarang 
- Pengadaan lampu jalan 
- Pengadaan Travo Listrik 
- Pembangunan irigasi Lewang-
Kulang Lompo 
- Pembangunan Lapangan Sepakbola 
- Drainase Bontoralla-Lembang Bata 
- Pembangunan Gedung 
Perpustakaan SDI Gantarang 
- Pengadaan buku perpustakaan 
Desa 
Kelurahan Gantarang 
- Pembangunan irigasi Kulang Lompo 
– Lewang 
- Saluran drainase Bontoralla 
- Pengadaan Raskin 
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- Pembangunan Posyandu Lembang 
Panai 
- Pembuatan jalan Tani Balla Camba-
Lembang Bata 
- Pembangunan kantor PKK 
- Rehabilitasi lahan kritis 
- Pengembangan bibit kakao 
- Pembangunan bendungan dan irigasi 
Pallapassang 
- Pengadaan pompa air 
- Rehabilitasi gedung PAUD SPAS 
 
Sumber. Data dari beberpa Kelurahan di Kecamatan Tinggimoncong (2014) 
Table 5.6. Daftar Usulan Program dan Daftar Realisasi Program 
 
Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa ketiga kelurahan tersebut 
pemerintah pusat memberikan keputusan akhir yang berbeda terhadap usulan 
masyarakat dalam pelaksanaan musrenbag. Dari beberapa program yang telah 
terealisasi, terdapat program-program yang tidak termasuk ke dalam daftar usulan 
yang diberikan oleh masyarakat tetapi tetap di realisasikan, entah itu program 
lanjutan dari pemerintah kabupaten ataupun program yang berhubungan dengan 
urusan politik pemerintah. 
Lurah Bulutana juga mengungkapkan pendapatnya mengenai hal tersebut 
diatas, yakni: 
“Program-program yang terealisasi cukup berbeda dengan yang kami 
usulkan pada musrenbang kemarin. Dari lima program yang kami usulkan, 
yang terealisasi hanya kurang lebih tiga diantaranya. Bahkan ada realisasi 
program yang tidak terdapat dalam daftar dan juga tidak dibicarakan sebelum 
kepada pihak kami untuk mengetahui apakah program tersebut dibutuhkan 
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oleh masyarakat atau tidak. Tetapi kami juga tidak bisa berbuat banyak 
mengingat kami memang membutuhkan dana untuk pembangunan di 
wilayah kami, jadi program tersebut tetap berjalan.” 
(Hasil Wawancara Pada Tanggal 31 Maret 2016) 
Hal serupa juga dipaparkan oleh RW SU3 Kelurahan Gantarang, beliau 
mengatakan bahwa: 
“Program-program perencanaan musrenbang yang terealiasasi di wilayah 
kami, yang kami lihat dilapangan, beberapa diantaranya bukanlah 
merupakan program hasil keputusan musrenbang. Kami juga tidak begitu 
mengetahui apakah program itu program berkelanjutan atau program yang di 
lakukan dalam rangka memenuhi janji politk para anggota dewan. Tetapi 
karena program tersebut tidaklah merugikan masyarakat jadi kami tidak 
mengajukan protes kepada pemerintah tentang hal tersebut.” 
(Hasil Wawancara Pada Tanggal 1 April 2016) 
 Dalam hal ini dapat dilihat kurangnya transparansi dan koordinasi yang 
lakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan 
dalam pelaksanaan pembangunan. Karena baik masyarakat maupun pemerintah 
desa/kelurahan tidak mendapatkan laporan dari pemerintah kabupaten mengenai 
kejelasan dana maupun kejelasan program-program yang terealisasi secara penuh. 
Pemerintah desa/kelurahan hanya membuat laporan tersendiri mengenai program 
yang terealisasi melalui apa yang terjadi di lapangan. 
 Berkaitan dengan diversivitas pemerintah dalam mengambil keputusan 
pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tinngimoncong belum dapat dikatakan 
memihak sepenuhnya terhadap masyarakat. Hal tersebut dikarenakan masih 
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kurangnya koordinasi, transparansi, dan kepercayaan terhadap masyarakat dalam 
pelakasaan pembangunan, baik itu dari perencanaan pembangunan itu sendiri 
hingga pada tahap pelaksanaan program perencanaan pembangunan tersebut. 
 Berdasarkan teori Amien perencanaan partisipatif dalam tipologi 
perencanaan pembangunan, masyarakat dituntut untuk lebih jeli melihat 
permasalahan yang terjadi disekitar mereka, baik itu mengenai program yang 
mereka butuhkan, program yang semestinya dilaksanakan terlebih dahulu, serta 
terutama asal dan kelanjutan penyelesaian tahap pelaksanaan program tersebut. 
Informasi yang didapatkan oleh pemerintah belum sepenuhnya mencakup apa yang 
terjadi dilapangan apabila pemerintah menutup telinga dan mata dalam menyikapi 
aspirasi-aspirasi masyarakat yang mana dalam teori Amien sangat diprioritaskan 












KESIMPULAN DAN SARAN 
 
VI. 1.  Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, 
maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa: 
 Proses perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan Tinggimoncong 
telah dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan dan kelurahan serta masyarakat 
dalam hal ini sebagai peserta. Pengumpulan informasi dari peserta yang menghadiri 
musrenbang telah mencakup mengenai kebutuhan masyarakat dalam 
pembangunan. Pelaksanaan kegiatan musrenbang sebagai sarana bagi masyarakat 
untuk menyampaikan aspirasinya terhadap pembangunan di wilayahnya telah 
menunjukkan hasil yang cukup memuaskan untuk di beberapa wilayah kelurahan. 
Karena pemerintah lebih memprioritaskan wilayah mana yang akan dikembangkan 
secara penuh sehingga pembangunan di Kecamatan Tinggimoncong masih belum 
merata. Hal inilah yang menyababkan terdapat wilayah yang bahkan pembangunan 
infrastruktur transportasinya yang luput dari perhatian pemerintah.  Hal ini membawa 
penulis menyimpulkan bahwa perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah 
di Kecamatan Tinggimoncong masih belum terlaksana dengan baik sebagaimana 
perencanaan partisipatif yang sesungguhnya, dalam arti masyarakat masih belum 
mendapat kepercayaan penuh dari pemerintah untuk membangun wilayahnya, 
masih terdapat unsure politik dalam keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam 
menjalankan pembangunan sehingga masih terdapat wilayah yang bisa 
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dikategorikan kurang mendapatkan perhatian ataupun wilayah yang mendapat 
perhatian tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh 
pelaksanaan proses perencanaan pembangunan yang telah menunjukkan proses 
yang partisipatif akan tetapi dalam perealisasian hasil perencanaan tersebut masih 
belum memihak secara penuh kepada masyarakat. 
 
VI. 2.  Saran 
 Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, dapat direkomendasikan saran-
saran sebagai berikut: 
 Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan aspirasi-aspirasi masyarakat, 
agar pembangunan daerah bisa terlaksana dengan baik, tanpa membandingkan 
wilayah mana yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh 
karena itu pemerintah harus mengikutsertakan masyarakat dalam mengambil 
keputusan atas hal-hal yang menyangkut peningkatan kesejahteraan kehidupannya, 
dengan menyediakan instrument hukum yang secara substantif mengatur pelibatan 
partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sehingga perencanaan 
pembangunan yang partisipatif dapat terlaksana dengan semestinya serta 
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